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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA HAJIMENA DALAM 

PENYELESAIAN KONFLIK TINDAK PIDANA RINGAN  

DENGAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE 

 

Oleh 

Adimas Bramantyo 

 

Berdasarkan PERMA No. 15 Tahun 2020 Kebijakaan dari Peraturan Kejaksaan tentang 

adanya restorative justice.saat ini bahwa dalam peraturan tersebut mengenai peran kepala 

desa. Penelitian ini membahas penyelesaian konflik tindak pidana ringan dengan 

penerapan Restorative Justice dan menganalisa faktor penghambat peran kepala desa 

Hajimena dalam penyelesaian konflik tindak pidana ringan dengan Penerapan Restorative 

Justice. 

 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif 

yuridis dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder dengan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui studi 

kepustakaan dan studi lapangan.  

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peran Kepala Desa Hajimena dalam 

Penyelesaian Konflik Tindak Pidana Ringan dengan Penerapan Restorative Justice 

Kepala desa memiliki peran yang sangat begitu penting  serta di butuhkan untuk berperan 

sebagai penengah dan penyelesain perselishan didalam kehidupan masyarakat Peran 

kepala desa selalu dipandu oleh diskusi untuk mencapai konsensus bahwa hasilnya 

mengikat pihak yang berkonflik tidak seharusnya pihak yang dirugikan.. Faktor-faktor 

yang menghambat Implementasi Peran Kepala Desa Hajimena dalam Penyelesaian 

Konflik Tindak Pidana Ringan dengan Penerapan Restorative Justice yaitu Faktor Belum 

adanya Undang-ndang tentang mediasi,adanya perbedaan di kalangan aparat penegak 

hukum tentang konsep restoratif justice melalui mediasi penal, 

  

Saran dari penulisan ini merupakan mekanisme penerapan keadilan restoratif tentunya 

harus memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat juga memperhatikan efek jera, 

karena tidak semua kejahatan harus diterapkan penyelesaian perkara dengan 

memperhatikan keadilan restoratif.  

 

Kata kunci: Peranan Kepala Desa, Penyelesaian Konflik, Pidana Ringan, Restoratif 

Justice 
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF THE HAJIMENA VILLAGE  

HEAD IN RESOLVING MINOR CRIMINAL CONFLICTS WITH  

THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE 

 

By 

ADIMAS BRAMANTYO 

 

 

Based on PERMA No. 15 of 2020, the policy of the Prosecutor's Office Regulation 

regarding the existence of restorative justice. at this time that in the regulation regarding 

the role of the village head. This study discusses the resolution of minor criminal 

conflicts with the application of Restorative Justice and analyzes the inhibiting factors of 

the role of the Hajimena village head in resolving minor criminal conflicts with the 

Application of Restorative Justice. 

 

The approach method used in this research is normative juridical and empirical 

approaches. The data used in this research are primary data and secondary data with the 

data collection process carried out through literature studies and field studies.  

 

The results showed that the Implementation of the Role of the Hajimena Village Head in 

Resolving Minor Criminal Conflicts with the Application of Restorative Justice The 

village head has a very important role and is needed to act as an arbiter and resolver of 

disputes in community life The role of the village head is always guided by discussions to 

reach a consensus that the results are binding on the conflicting parties who should not be 

the injured party. Factors that hinder the Implementation of the Role of the Hajimena 

Village Head in Resolving Minor Criminal Conflicts with the Application of Restorative 

Justice are Factors The absence of laws on mediation, differences among law 

enforcement officials about the concept of restorative justice through penal mediation, 

  

The suggestion of this writing is that the mechanism for implementing restorative justice 

must of course pay attention to the sense of justice in society and also pay attention to the 

deterrent effect, because not all crimes must be applied to case settlement by paying 

attention to restorative justice.  

 

Keywords: Role of Village Head, Conflict Resolution, Minor Crimes, Restorative 

Justice 
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“Kesuksesan bukan akhir dan kegagalan juga bukan hal fatal. Hal tersebut merupakan 

keberaian untuk melakukan sesuatu yang penting” 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Negara Indonesia adalah Negara hukum demikianlah ketentuan Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum 

sendiri lahir menjadi suatu gagasan maupun untuk mengupayakan kepentingan 

hak asasi manusia. Perwujudan Negara hukum membutuhkan sarana hukum, 

melalui peraturan perundang-undangan untuk mengatur keseimbangan dan 

keadilan dalam segala bidang kehidupan masyarakat, bukan mengesampingkan 

yurisprudensi.1 

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem 

dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling 

terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana 

(SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.2 Dan 

apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) 

bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan 

merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu 

 
1 W. Ekatjahjana. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi. Jember University Press 
2 Sugiharto. 2012. Sistem Peradilan Pidana indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di 

Beberapa Negara. Semarang.      
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mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau 

membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.3 

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan 

hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-

undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantive maupun hukum acara 

pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan 

penegakkan hukum pidana “in abstracto” yang akan diwujudkan dalam 

penegakkan hukum “in concreto”. Pentingnya peranan perundang-undangan 

pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut 

memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar 

hukum atas kebijakan yang diterapkan.4 

Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan 

langgkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program 

kebijakan yang telah diterapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik 

hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan 

hukum, penegakkan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.5 

Adapun asas-asas Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagaimana yang 

terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun (equality 

before the law); 

b. Praduga tidak bersalah (presumption of innocence); 

c. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi; 

 
3 Sugiharto. 2012. Sistem Peradilan Pidana indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di 

Beberapa Negara. Semarang 
4 Ibid      
5 ibid 
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d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum (legal aid); 

e. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan; 

f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; 

g. Peradilan yang terbuka untuk umum; 

h. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara harus didasarkan pada 

undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah 

i. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan 

pendakwaan terhadapnya 

j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. 

 

Ketentuan mengenai $ proses beracara/peradi $lan untuk kasus-kasus pi$dana di $ 

I$ndonesi $a harus mengacu pada ketentuan umumnya yai $tu Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1981 tentang Ki$tab Undang-Undang Hukum Acara Pi $dana (KUHAP), di $ 

sampi $ng i$tu juga terdapat ketentuan hukum acara pi $dana selai $n yang telah di $atur 

dalam KUHAP tersebut, yang tersebar dalam undang-undang di $ luar KUHAP 

KUHAP merumuskan tentang penyi $di $kan dalam BAB XI$V mulai $ dari $ Pasal 102 

sampai $ Pasal 136, tentang penuntutan dalam BAB XV mulai $ dari $ Pasal 137 

sampai $ Pasal 144, kemudi $an tentang pengadi $lan (mengadi $li $) termasuk upaya 

hukumnya di $atur dalam BAB XVI$ mulai $ dari $ Pasal 145 sampai $ Pasal 269.6 

Pemasyarakatan di $atur secara i $mpli $si$t dalam BAB XX tentang pengawasan dan 

pengamatan pelaksanaan putusan pengadi $lan mulai $ Pasal 277 sampai$ Pasal 283. 

Adapun fungsi $ dari $ keempat komponen si$stem peradi $lan pi $dana. Poli $si $ berfungsi $ 

menyeli $di $ki $ dan menyi $di $k bi $la ada kejahatan, mencegah kejahatan, menangkap 

pelaku kejahatan dan menjaga keterti $ban umum. Jaksa berfungsi $ meneri $ma berkas 

penyi $di $kan dari $ poli $si $ dan mengajukan penuntutan ke pengadi $lan. Pengadi $lan 

berfungsi $ meneri $ma dan memproses kasus secara efi $si $en, menjaga hak dari $ 

terdakwa, memutuskan terdakwa bersalah atau ti$dak dan menetapkan pi$dana. 

 
6 Sugiharto. 2012. Sistem Peradilan Pidana indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di 

Beberapa Negara. Semarang 
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Me$nurut Bagi $r Manan me$ngi $nve$ntari $sasi $ se$puluh masalah yang di $hadapi $ ole$h 

pe$radi $lan di $ I$ndone$si $a dan masalah-masalah i $tu harus di $pe$cahkan be$rsama.7 

1. Lack of proporsi$onali $sm (kurangnya proporsi $onali $tas). Bagi $r me$nuturkan 

ke$kurangan proporsi $onali $tas i$ni $ me$nyangkut pe$nguasaan pe$nge$tahuan hukum 

(dalam arti $ se$luas-luasnya), ke$te$rampi $lan hukum, i $nte$gri $tas, dan e$ti $ka. “i $ni$ 

sangat be$rpe$ngaruh pada mutu putusan.  

2. Lack of soci $al re$sponsi $bi $li$ty or aware$ne$ss (kurangnya tanggung jawab atau 

ke$pe$duli $an sosi $al). I$a me$nuturkan bahwa ke$le$mahan i $ni $ di $sadari $ atau ti $dak 

di $sadari $ ole$h para haki $m. Mi $salnya, ke$bi $asaan be$rme$wah-me$wah. Ki $ta tak 

punya soci $al aware$ne$ss (ke$pe$duli $an sosi $al) masyarakat ki $ta lagi $ susah. 

3. Lack of di $gni $ty (kurangnya ke$wi $bawaan). I$a me$nje$laskan bahwa haki $m harus 

me$nyadari $ bahwa profe$si $ yang di $sandangnya adalah jabatan yang muli $a.  

4. Masalah yang se$ri $ng di $hadapi $ adalah lack of care$fulne$ss (kurangnya ke$hati $-

hati $an).  

5. Lack of future$ ori $e$ntati $on (kurangnya ori $e$ntasi $ masa de$pan). Bagi $r 

me$nje$laskan se$orang haki $m yang me$mutus se$harusnya sudah me$maparkan 

putusannya akan be$rdampak apa ke$ de$pannya. Orang se$ri $ng 

me$nyalahgunakan arti $ “judi $ci $al acti $vi $sm” yang di $anggap bahwa haki $m harus 

me$ne$mukan suatu hal yang baru. 

6. Lack of poli $ti $cal care$fulne$ss or aware$ne$ss (kurangnya ke$sadaran poli $ti $k). I$a 

me$nuturkan bahwa pe$ngadi $lan saat i $ni $ sangat di $pe$rhati $kan publi $k. Bagi $r 

me$nguti $p pe$rnyataan suparman marzuki $ yang me$nuturkan bahwa masalah 

yang di $hadapi $ pe$radi $lan adalah ke$pe$rcayaan publi $k yang re$ndah.8 

7. Ke$le$mahan yang di $alami $ pe$radi $lan i $ndone$si $a adalah lack of sci $e$nti $fi $c se$nse$ 

(kurangnya ke$sadaran i $lmi $ah). Bagi $r me$ngambi $l contoh putusan pe$ni $njauan 

ke$mbali $ (pk) sudji $ono ti $man. “saya mohon maaf bi $la ada anggota maje$li $snya. 

I$ni $ bukan kare$na kasasi $nya saya yang putus. Ke$tka ki $ta pe$rti $mbangkan se$cara 

prose$dur, i $tu bi $sa di $te$ri $ma, te$tapi $ i $ni $ pe$rsoalan i $lmi $ah yang sangat me$ndasar. 

8. Lack of puri$tani $sm (kurangnya puri $tani $sme$). Bagi $r me$nuturkan bahwa se$ti $ap 

haki $m harus be$rpi $ki $r bahwa di $ri $nya adalah manusi $a yang le$gal mi $nde$d. 

Se$ti $ap pi $ki $ran dan badannya harus be$rkai $tan de$ngan hukum. 9 

9. Lack of se$nse$ of justi $ce$ (kurangnya rasa ke$adi $lan). Bagi $r me$ngatakan para 

haki $m ke$rap le$mah me$mpe$rti $mbangkan rasa ke$adi $lan yang ada dalam di $ri $nya 

i $tu.10  

10. Me$ski $ pe$radi $lan sudah he$bat bi $sa me$ngatur anggarannya se$ndi $ri $, lanjut bagi $r, 

masi $h ada lack of faci $li $ti $e$s (kurangnya fasi $li $tas). Me$nurut suparman marzuki$ 

yang me$ngatakan ada haki $m yang me$mutus be$rdasarkan aturan yang sudah 

lama di $cabut. 

 

 
7 hukumonline.com dengan berjudul  Ini 10 Masalah Peradilan Indonesia versi Bagir Manan 

https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-10-masalah-peradilan-indonesia-versi-bagir-manan-

lt537ddbba678b8 diakses pada 21 Juni 2022 pukul 23.00 WIB. 
8 Ibid. 
9 Ibid 
10 Ibid 
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Dalam pe$rjalan bangsa i $ni $ se$lama le$bi $h dari $ se$te$ngah abad, prakti $k pe$ne$gakan 

hukum saat i $ni $ masi $h be$rtumpu pada fi $losofi $ re$tri $buti $ve$ se$rta pe$nje$lasan, se$hi $ngga 

hanya be$rfokus pada output dari $ se$gi $ kuanti $tas yai $tu be$rapa banyak kasus yang 

di $prose$s te$rhadap pe$lakunya yang dapat di $pe$njara ole$h aparat pe$ne$gak hukum. 

Si$ste$m pe$radi $lan pi $dana di $anggap sukse$s ji $ka aparat pe$ne$gak hukum sanggup 

me$mbawa pe$laku ke$jahatan ke$ pe$ngadi $lan untuk me$ndapatkan hukuman. 

Paradi $gma pe$ne$gakan hukum yang di $landasi $ fi $lsafat re$tri $buti $ve$ i $ni $ ti $dak hanya 

te$rasa ti $dak adi $l te$tapi $ dapat me$ngganggu rasa ke$te$ntraman dan ke$adi $lan 

masyarakat.11  

Pe$mi $ki$ran bahwa pe$rkara pi $dana hanya dapat di $tangani $ me$lalui$ le$mbaga 

pe$ngadi $lan dan te$ori $ pe$mi $danaan (re$tri $buti $ve$) te$rnyata banyak me$ni $mbulkan 

masalah dan dampak ne$gati $f. Ole$h kare$na i $tu, di $pe$rlukan pe$rubahan pe$nde$katan, 

di $mana pe$nanganan pe$rkara pi $dana di $ luar pe$ngadi $lan de$ngan pri $nsi $p ke$adi $lan 

re$storati $f (re$storati $ve$ justi $ce$). Si $ste$m pe$radi $lan pi $dana (SPP) pada pe$nye$le$sai $an 

pe$rkara pi $dana saat i $ni $ ce$nde$rung hanya me$mpe$rhati $kan hak-hak pe$laku, namun 

te$rhadap hak-hak korban kurang me$ndapat pe$rhati $an, se$hi $ngga hukum pi $dana 

te$rke$san le$bi $h me$mbe$ri $kan pe$rli $ndungan hak-hak pe$laku (I$. G. W. Suarna, 2012). 

Maka re$storati $ve$ justi $ce$ bi $sa me$njadi $ solusi $ dalam me$nye$le$sai $kan masalah 

pi $dana. Hal i $ni $ be$rtujuan dalam me$ngupayakan pe$mbaharuan hukum pi $dana.12 

Ke$adi $lan Re$storati $f (Re$storati $ve$ Justi $ce$) adalah alte$rnati $f yang popule$r di $ 

be$rbagai $ be$lahan duni $a untukpe$nanganan anak yang be$rmasalah de$ngan hukum 

 
11 E. Sirande, H. A. Mirzana, & A. M. Muin. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui 

Restorative Justice. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 5. 
12 I. G. W. Suarna. (2012). Hukum Pidana: Materi, Peringan, Pemberat Pidana. Bayu Media 

Publishing 
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kare$na me$nawarkan solusi $ yang kompre$he$nsi $f dan e$fe$kti $f.  

Re$storati $ve$ Justi $ce$ be$rtujuan untuk me$mbe$rdayakan para korban, pe$laku, 

ke$luarga dan masyarakat untuk me$mpe$rbai $ki $ suatu pe$rbuatan me$lawan hukum, 

de$ngan me$nggunakan ke$sadaran dan ke$i $nsyafan se$bagai $ landasan untuk 

me$mpe$rbai $ki $ ke$hi $dupan be$rmasyarakat dan me$nje$laskan bahwa konse$p 

Re$storati $ve$ Justi $ce$ pada dasarnya se$de$rhana. Di $ I$ndone$si $a, yang di $maksud 

Ke$adi $lan Re$storati $f (Re$storati$ve$ Justi $ce$) adalah suatu pe$nye$le$sai $an se$cara adi $l 

yang me$li $batkan pe$laku, korban, ke$luarga me$re$ka dan pi $hak lai $n yang te$rkai $t dala 

suatu ti $ndak pi $dana se$cara be$rsama-sama me$ncari $ pe$nye$le$sai $an te$rhadap ti$ndak 

pi $dana te$rse$but dan i $mpli $kasi $nya de$ngan me$ne$kankan pe$muli $han ke$mbali $ pada 

ke$adaan se$mula se$bagai $mana di $atur dalam Surat Ke$putusan Be$rsama antara Ke$tua 

Mahkamah Agung RI$,13 

Ke$ti $ka be$rbi $cara te$ntang le$gali $tas re$storati $ve$ justi$ce$, konse$p i $ni $ dapat di $te$mui $ 

te$rkai $t te$rhadap ti $ndak pi $dana ri $ngan yai $tu pada Nota Ke$se$pakatan Be$rsama 

(Noke$sbe$r) Ke$tua Mahkamah Agung, Me$nte$ri $ Hukum dan HAM, Jaksa Agung 

dan Ke$pala Ke$poli $si $an Re$publi$k I$ndone$si $a te$ntang Pe$laksanaan Pe$ne$rapan 

Pe$nye$suai $an Batasan Ti $ndak Pi $dana dan jumlah de$nda, Acara Pe$me$ri $ksaan Ce$pat, 

Se$rta Pe$ne$rapan Ke$adi $lan Re$storati $f. Nota Ke$se$pakatan Be$rsama (Noke$sbe$r) i $ni $ 

me$rupakan suatu pe$laksanaan Pe$raturan Mahkamah Agung (PE$RMA) Nomor 2 

Tahun 2012 te$ntang Pe$nye$suai $an Batasan Ti $ndak Pi $dana Ri $ngan dan Jumlah 

 
13 Hartono, Bambang. 2015. Analisis Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Konteks 

Ultimatum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak. Jurnal Ilmu 

Hukum Pranata Hukum 
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De$nda dalam KUHP.14 

Pe$rkara yang te$rmasuk ti $ndak pi $dana ri $ngan yang di $atur ole$h PE$RMA Nomor 2 

tahun 2012 adalah pada pasal yang te$rdapat pada KUHP yai $tu pasal 

364,373,379,482,384 dan 407 di $mana ni $lai $ ke$rugi $annya ti $dak me$le$bi $hi $ dari $ Rp. 

2.500.000,-. Pe$ne$gakan hukum ti$ndak pi $dana ri $ngan me$lalui $ pe$nde$katan 

re$storati $ve$ justi $ce$ juga di $atur di $ le$mbaga ke$poli $si $an salah satunya yang ke$luarkan 

ole$h kapolri $ yai $tu Pe$raturan Kapolri $ No 7 tahun 2008 me$nge$nai $ Pe$doman Dasar 

Strate$gi $ dan I$mple$me$ntasi $ Pe$moli$si $an Masyarakat dalam Pe$nye$le$nggaraan Tugas 

Polri$, se$bagai $ langkah awal pe$raturan de$ngan adanya konse$p pe$ne$rapan 

pe$nye$le$sai $an di $luar pe$ngadi $lan. Pada Pe$raturan Kapolri $ i $ni $ di $te$ntukan pe$ne$rapan 

konse$p ADR.Di $mana je$ni $s ADR yang di$gunakan adalah me$lalui $ me$di$asi $ pe$nal 

se$hi $ngga ti $ndak pi $dana ri $ngan dapat di $se$le$sai $kan di $ ti$ngkat ke$poli $si $an.15  

PE$RMA se$rta Pe$raturan Kapolri $ me$ngatur pe$rkara yang te$rmasuk ti $ndak pi $dana 

ri $ngan se$rta me$ngupayakan re$storati $ve$ justi $ce$ te$rhadap ti $ndak pi $dana ri $ngan dapat 

di $se$le$sai $kan pada ti $ngkat ke$poli $si$an. Ole$h kare$na i $tu, se$harusnya pe$rkara ti $ndak 

pi $dana ri $ngan bi $sa di $tangani $ de$ngan re$storati $ve$ justi$ce$. Namun di $si $si $ lai $n, aparat 

pe$ne$gak hukum malah me$mi $li$h jalan li $ti $gasi $ de$ngan hukuman pi $dana pe$njara 

untuk me$nye$le$sai $kannya. I$roni $snya, konse$p re$storati $ve$ justi $ce$ sudah di $se$pakati $ 

aparat pe$ne$gak hukum, namun pada ke$nyataanya be$lum di $laksanakan se$cara 

opti $mal.16 

 
14  Karim. (2019). Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative 

Justice. CV. Jakad Media Publishing. 
15 P. H. Sihotang. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam 

Mewujudkan Restorative Justice Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 1(6). 
16 Y. U. Suyono, & D. Firdiyanto. (2020). Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam 

Hukum Pidana. LBJ. 
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Re$storati $ve$ justi$ce$ adalah konse$p pe$mi $danaan, te$tapi $ se$bagai $ konse$p pe$mi $danaan 

ti $dak hanya te$rbatas pada ke$te$ntuan hukum pi $dana (formal dan mate$ri $l). 

Re$storati $ve$ Justi $ce$ harus juga di$amati $ dari $ se$gi $ kri$mi $nologi $ dan si$ste$m 

pe$masyarakatan. Be$rdasarkan ke$nyataan yang ada, si $ste$m pe$mi $danaan yang 

be$rlaku be$lum se$pe$nuhnya me$njami $n ke$adi $lan te$rpadu (i $nte$grate$d justi $ce$), yai $tu 

ke$adi $lan bagi $ pe$laku, ke$adi $lan bagi $ korban, dan ke$adi $lan bagi $ masyarakat. Hal 

i $ni $lah yang me$ndorong ke$de$pan konse$p ”Re$storati $ve$ Justi $ce$”.17 

Ne$gara I$ndone$si $a se$ndi $ri $ di $ke$nal be$be$rapa i $sti $lah untuk pe$nye$le$sai $kan pe$rsoalan-

pe$rsoalan komuni $tas, se$pe$rti $ I$slah, Re$konsi $li $asi $ dan Musyarawah. Be$be$rapa 

pe$nde$katan te$rse$but dapat di $ke$mbangkan me$njadi $ me$di $a re$storati $ve$ justi $ce$.  

Pe$ne$rapan re$storati $ve$ justi $ce$ me$ne$kankan pada ke$mauan murni $ dari $ pe$laku untuk 

me$mpe$rbai $ki $ ke$rugi $an yang te$lah di $ti $mbulkannya se$bagai $ be$ntuk rasa tanggung 

jawab. Pe$rbai $kan ke$rugi $an harus proporsi $onal de$ngan me$mpe$rhati $kan hak dan 

ke$butuhan korban. 18 

Pri $nsi$p re$storati $ve$ justi $ce$ di $ke$nal se$bagai $ salah satu mode$l pe$nye$le$sai $an pe$rkara 

tradi $si $onal. Mode$l pe$nye$le$sai $an pe$rkara de$ngan pe$nde$katan pri $nsi $p re$storati$ve$ 

justi$ce$ yang me$mang di $rancang untuk pe$nye$le$sai $an pe$rkara pi $dana di $ dalam 

konte$ks hukum pi $dana mode$rn, se$harusnya be$rprose$s dalam si $ste$m pe$radi $lan 

pi $dana. Pe$ne$rapan pri $nsi $p re$storati$ve$ justi $ce$ pada dasarnya te$lah di $prakti $kkan 

dalam si $ste$m pe$ne$gakan hukum pe$rdata yang di $ke$nal de$ngan Alte$rnati $ve$ Di $spute$ 

 
17 Hartono, Bambang. 2015. Analisis Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Konteks 

Ultimatum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak. Jurnal Ilmu 

Hukum Pranata Hukum 
18 Ibid 
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Re$soluti $on (ADR), yang ke$mudi $an juga di $rumuskan dalam UU No 30 Tahun 1999 

te$ntang Arbi $trase$ dan Alte$rnati $f Pe$nye$le$sai $an Se$ngke$ta.19 

Pe$nde$katan si $ste$m dalam pe$ne$gakan hukum pi $dana di $ I$ndone$si $a, me$lahi $rkan 

be$rbagai $ norma prose$dural dalam si $ste$m hukum acara, se$hi $ngga prose$s pe$radi $lan 

pi $dana di $lakukan se$cara be$rke$si $nambungan mulai $ dari $ tahapan pe$nyi $di $kan sampai$ 

pada prose$s pe$masyarakatan di $ Le$mbaga Pe$masyarakatan. Kare$na i $tu, konstruksi$ 

substansi $ hukum untuk me$ne$rapkan konse$p pe$ne$gakan hukum de$ngan pe$nde$katan 

pri $nsi $p re$storati$ve$ justi $ce$ se$harusnya di $bangun de$ngan pe$nde$katan si $ste$m.20 

Se$hi $ngga prose$snya be$rke$si $nambungan dalam ke$rangka si $ste$m pe$radi $lan pi $dana, 

dan agar ti $dak be$rte$ntangan de$ngan be$rbagai $ norma dasar dalam hukum acara 

pi $dana. Ji $ka di $li $hat pe$ne$rapan re$storati $ve$ justi $ce$ di $ be$be$rapa ne$gara, se$pe$rti $ di $ 

I$nggri $s, Se$landi $a Baru, dan Afri $ka Se$latan yang me$masukkan pri $nsi $p re$storati$ve$ 

justi$ce$ se$bagai $ bagi $an dari $ si $ste$m pe$mi $danaan, prose$snya be$rada ke$rangka si $ste$m 

pe$radi $lan pi $dana bai $k se$cara struktural maupun se$cara admi $ni $strati $f. 

Tahap pe$mi $danaan di $ Le$mbaga Pe$masyarakatan di $adopsi $ dalam konse$p 

Re$storati $ve$ Justi $ce$ Programme$ i $n Pri $son se$pe$rti $ di $ be$be$rapa ne$gara bagi $an 

Ame$ri $ka Se$ri $kat, atau program “pri$son fe$llowshi$p” di$ Se$landi $a Baru. Konse$p i $ni$ 

me$ngkonstruksi $ pe$ne$rapan re$storati $ve$ justi $ce$ dalam ke$rangka si $ste$m pe$radi $lan 

pi $dana, bukan di $ luar si $ste$m pe$radi $lan pi $dana..21 

 

 
19 Investor.id dengan berjudul Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Konsep Penegakan 

Hukum Pidana 

https://investor.id/opinion/229076/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-

hukum-pidana diakses pada 22 Juni 2022 pukul 09.07 WIB. 
20 Ibid 
21 Ibid. 
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Pe$nggunaan program ke$adi $lan re$storati $f me$nurut UN De$clarati $on on Basi $c 

Pri $nci $ple$s on the$ use$ Re$storati $ve$ Justi $ce$ Programme$s i $n Cri $mi $nal Matte$rs 

te$rse$but tak hanya me$ne$ntukan standar mi $ni $mal ti$ndakan be$rupa: pe$rse$tujuan 

be$bas dan sukare$la dari $ para pi $hak; ke$waji $ban yang wajar dan proporsi $onal; fakta-

fakta dasar dari $ suatu kasus se$bagai $ dasar parti $si $pasi $.22 

Pe$tugas pe$radi $lan pi $dana harus me$lakukan se$mua yang me$re$ka bi $sa untuk 

me$ndorong pe$laku untuk me$ngambi $l tanggung jawab te$rhadap korban dan 

komuni $tas yang te$rke$na dampak, dan re$i $nte$grasi $ korban dan/atau pe$laku ke$ dalam 

masyarakat.  

Pe$nuli $s be$rpandangan bahwa untuk me$ne$rapkan me$tode$ pe$nye$le$sai $an pe$rkara 

pi $dana de$ngan pe$nde$katan pri $nsi $p re$storati$ve$ justi$ce$ harus di $rumuskan te$rle$bi $h 

dahulu substansi$ hukum, struktur hukum dan kultur hukumnya dalam suatu 

program ke$rja si $ste$m pe$radi $lan pi $dana, yang me$li $batkan se$mua unsur cri $mi $nal 

justi$ce$ syste$m. Se$hi $ngga ti $dak be$rte$ntangan de$ngan norma hukum acara yang 

be$rlaku bai $k ge$ne$ral maupun spe$ci $ali $s, atau de$ngan i $sti $lah me$nggunakan konse$p 

pe$ne$gakan hukum konve$nsi $onal te$tapi $ i $nte$gral dan harmoni $s de$ngan konse$p 

pe$ne$gakan hukum pi $dana mode$rn.23 

Kalsus yalng di $ talngalni $ di $ de$sal halji $me$nal aldallalh te$ntalng ke$sallalhpalhalmaln walrga l 

malsyalralkalt de$ngaln calral musyalwalralh mufalkalt alntalr walrga yang me$mpunyai $ 

pe$rmasalahan l de$ngan ke$pala de$sa yang se$bagai $ me$di$ator, pada akhi $rnya bi $sal 

 
22 Investor.id dengan berjudul Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Konsep Penegakan 

Hukum Pidana 

https://investor.id/opinion/229076/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-

hukum-pidana diakses pada 22 Juni 2022 pukul 09.07 WIB. 
23 Yuridis.id dengan berjudul Alur Penyelesaian Perkara Pidana 

https://yuridis.id/wajib-tahu-alur-penyelesaian-perkara-pidana/diakses pada 22 Juni 2022 pada 

pukul 10.56 
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se$le$sali $ de$ngaln dalmali $. Se$lalnjutnyal pe$nuli $s me$ngalnalli $si $s balhwal se$ti $alp 

pe$rmalsallalhaln ri $ngaln daln bi$sal di $ se$le$sali $kaln di $ ralnalh de$sal yalng ti $dalk me$me$rlukaln 

ke$ alpalralt ke$poli $si $aln bi $sal di $ se$le$sali $alkaln de$ngaln musyalwalralh mufalkalt ole$h pi $halk 

ke$pallal de$sal yalng me$mfalsi $li $talsi $ se$ti$alp pe$rmalsallalhaln ri $ngaln yalng aldal di $ de$sal 

halji $me$nal.… 

Maka dari $ pe$njabaran di $atas me$mbuat pe$ne$li $ti $ te$rtari $k untuk me$lakukan pe$ne$li $ti $an 

be$rjudul ” I$mple$me$ntasi $ Pe$ran Ke$pala De$sa Haji $me$na Dalam Pe$nye$le$sai $an 

Konfli $k Ti $ndak Pi $dana Ri $ngan De$ngan Pe$ne$rapan Re$storati $ve$ Justi $c” 

 

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Be$rdasarkan latar be$lakang masalah di $ atas,maka yang me$njadi $ pe$rmasalahan 

dalam pe$nuli $san i $ni $ adalah se$bagai $ be$ri $kut: 

1. Bagai $manakah Pe$ran Ke$pala De$sa Haji $me$na dalam Pe$nye$le$sai $an Konfli $k 

Ti $ndak Pi $dana Ri $ngan de$ngan Pe$ne$rapan Re$storati $ve$ Justi $ce$? 

2. Me$ngapa Te$rdapat Faktor Pe$nghambat Pe$ran Ke$pala De$sa Haji $me$na dalam 

Pe$nye$le$sai $an Konfli $k Ti $ndak Pi$dana Ri $ngan de$ngan Pe$ne$rapan Re$storati $ve $ 

Justi $ce$? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang Li $ngkup pe$ne$li $ti $an adalah hukum pi $dana, de$ngan kaji $an me$nge$nai $ 

I$mple$me$ntasi $ Pe$ran Ke$pala De$sa Haji $me$na Dalam Pe$nye$le$sai $an Konfli $k de$ngan 

Pe$ne$rapan Re$storati $ve$ Justi$ce$ be$rdasarkan pe$raturan Makamah Agung. Nomor 1 

Tahun 2024 te$ntang Pe$doman Me$ngadi $li $ Pe$rkara Pi $dana Be$rdasarkan Ke$adi $lan 

Re$storati $f se$rta pandangan te$ntang pe$laksaan pe$ran ke$pala de$sa haji $me$na dalam 

pe$nce$gahan konfli $k de$ngan pe$ne$rapan Re$storati $ve$ Justi $ce$. 
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C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang i $ngi $n di $capai $ dari $ pe$nuli $san te$si $s i $ni $ adalah: 

1. Untuk me$nganali $si $s pe$ran Ke$pala De$sa Haji $me$na dalam pe$nye$le$sai $an 

konfli $k de$ngan pe$ne$rapan Re$storati $ve$ Justi $ce$ . 

2. Untuk me$nganali $si $s faktor pe$nghambat Ke$pala De$sa Haji $me$na dalam 

pe$nye$le$si $an konfli $k de$ngan pe$ne$rapan Re$storati $ve$ Justi $ce$. 

Adapun ke$gunaan yang di $dapat dari $ pe$ne$li $ti $an i $ni $, bai $k se$cara te$ori $ti $s dan prakti $s: 

Pe$ne$li $ti $an i $ni $ di$harapkan akan me$mpunyai $ manfaat se$bagai $ be$ri $kut: 

1. Ke$gunaan Te$ori $ti $s Se$bagai $ sumbangan pe$mi $ki $ran bagi $ pe$nge$mbangan i $lmu 

hukum pada umumnya dan dalam bi $dang hukum pi $dana pada khususnya yang 

be$rkai $tan de$ngan i $mple$me$ntasi $ pe$ran ke$pala de$sa haji $me$na dalam pe$nye$le$si $an 

konfli $k de$ngan pe$ne$rapan Re$storati $ve$ Justi $ce$ 

2. Pe$ne$li $ti $an i $ni $ di $harapkan dapat be$rguna se$bagai $ sumbangan pe$mi $ki $ran dan 

pe$mbukti $an hukum dalam kaji $an pe$ne$rapan Pe$raturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2024 te$ntang Pe$doman Me$ngadi $li $ Pe$rkara Pi $dana Be$rdasarkan 

Ke$adi $lan Re$storati $f , Pe$raturan Dae$rah (Pe$rda) Provi $nsi$ Lampung Nomor 1 

Tahun 2016 te$ntang Pe$doman Re$mbug De$sa Dan Ke$lurahan Dalam 

Pe$nce$gahan Konfli $k Di $ Provi $nsi$ Lampung dan Pe$raturan Ke$poli $si $an Ne$gara 

Re$publi $k I$ndone$si $a Nomor 8 Tahun 2021 te$ntang Pe$nanganan Ti $ndak Pi$dana 

Be$rdasarkan Ke$adi $lan Re$storati $f 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1.  Alur pi $ki $r pe$ne$li $ti $an 

alur pe$ne$li $ti $an me$nge$nai $ pandangan i $mple$me$ntasi $ pe$ran ke$pala de$sa dalam 
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pe$nce$gahan konfli $k de$ngan pe$ne$rapan Re$storati $ve$ Justi $ce$ 

. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

                         Gambar : Alur Pi $ki $r Pe$ne$li $ti$an 

 

Alur pi $ki $r i $ni $ me$nggambarkan bagai $mana pe$ne$li $ti$an i $ni $ akan me$ngarahkan 

langkah- langkah anali $si $s dari $ pe$mahaman konse$p hi $ngga pe$nge$mbangan 

re$kome$ndasi $ yang dapat di $i$mple$mantasi $kan untuk me$ni $ngkatkan e$fe$kti $fi $tas 

Pe$ran Ke$pala De$sa Dalam Pe$nce$gahan Konfli $k de$ngan pe$ne$rapan Re$storati $ve $ 

Justi $ce$ 

 

      2. Ke$rangka Te$ori$ti$s 

 
Ke$rangka te$ori$ti$s se$bagai$ alat dan i$nstrume$n dalam me$nganali$si $s pe$rmasalahan 

 

Implementasi Peran Kepala Desa Dalam 

Penyelesian  Konflik Dengan Penerapan 

Restorative Justice 

 

Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Mengadili Perkara 

Pidana Berdasarkan Keadilan 

Restoratif 

Peraturan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan 

Keadilan Restoratif 

 

 

Alternative Dispute Resolution 

(ADR) 

Pemulihan Hak 

Korban 

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi 

Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan 

Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi 

Lampung 
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pe$ne$li$ti$an de$ngan me$nggunakan te$ori$ se$rta se$suai$ de$ngan bi$dang di$si$pli$n i$lmu yang 

di$anali$si $s 

a. Te$ori $ Pe$ran 

Pe$raln be$ralrti $ se$sualtu yalng di $mali $nkaln altalu di $jallalnkaln. Pe$raln di $se$fi $ni $si $kaln 

se$balgali $ se$bualh alkti $vi $tals yalng di $pe$ralnkaln altalu di $mali $nkaln ole$h se$se$oralng yalng 

me$mpunyali $ ke$dudukaln altalu sta ltus sosi $all dallalm orgalni $salsi $.24 Pe$raln me$nurut 

te$rmi $nology aldallalh se$pe$ralngkalt ti $ngkalh yalng di $halralpkaln di $mi $li $ki $ ole$h yalng 

be$rke$dudukaln di $malsyalralkalt. Dallalm balhalsal i $nggri $s pe$raln di $se$but “role$” yalng 

de$fi $ni $si $nyal aldallalh “pe$rson’s talsk or duty i$n unde$rtalki $ng”. A lrti $nyal “tugals altalu 

ke$walji $baln se$se$oralng dallalm sualtu usalhal altalu pe$ke$rjalaln”. Pe$raln di $alrti $kaln 

se$balgali $ pe$ralngkalt ti $ngkalh yalng di $halralpkaln di $mi$li $ki $ ole$h oralng yalng 

be$rke$dudukaln dallalm malsyalralkalt. Se$dalngkaln pe$ralnaln me$rupalkaln ti $ndalkaln 

yalng di $lalkukaln ole$h se$oralng dallalm sualtu pe$ri $sti $wal. Pe$raln aldallalh alkti $vi $tals 

yalng di $jallalnkaln se$se$oralng altalu sualtu le$mbalgal/orgalni $salsi $. Pe$raln yalng halrus 

di $jallalnkaln ole$h sualtu le$mbalgal/orgalni $salsi $ bi $alsalnyal di $alturdallalm sualtu 

ke$te$talpaln yalng me$rupalkaln fungsi $ dalri $ le$mbalgal te$rse$but. 

Pe$raln i $tu aldal dual malcalm yali $tu pe$raln yalng di $halralpkaln (e$xpe$cte$d role$) daln 

pe$raln yaln di $lalkukaln (alctuall role$). Dallalm me$lalksalnalkaln pe$raln yalng 

di $e$mbalnnyal, te$rdalpalt falktorpe$ndukung daln pe$nghalmbalt. 

Pe$raln me$nurut Koe$ntraljalralni $ngralt, be$ralrti $ ti $nkalhlalku i $ndi $vi $du yalng 

me$mutuskaln sualtu ke$dudukaln te$rte$ntu, de$ngaln de$mi $ki$aln konse$p pe$raln 

me$nunjuk ke$paldal polal pe$ri $lalku yalng di $halralpalkaln dalri $ se$se$oralng yalng 

 
24 Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam 

Perkembangan, Aura, Lampung, 2020, hlm. 21-22 
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me$mi $li$ki $ staltus/posi$si $ te$rte$ntu dallalm orgalni $salsi $ altalu si $ste$m. Me$nurut Albu 

Alhmaldi $ pe$raln aldallalh sualtu komple$ks pe$nghalralpaln malnusi $al te$rhaldalp calralnyal 

i $ndi $vi$du halrus be$rsi $kalp daln be$rbualt dallalm si $tualsi $ te$rte$ntu yalng be$rdalsalrkaln 

staltus da ln fungsi $ sosi $allnyal.25 

1) Pe$raln Normalti $f, aldallalh pe$raln se$se$oralng altalu le$mbalgal yalng di $lalkukaln 

se$suali $ de$ngaln paldal normal yalng be$rlalku di $ dallalm ta ltalnaln ke$hi $dupaln 

malsyalralkalt. 

2) Pe$raln Falktuall, aldallalh pe$raln se$se$oralng altalu le$mbalgal yalng di $lalkukaln se$suali$ 

de$ngaln ke$nyaltalaln yalng kongkri $t di$ lalpalngaln altalupun ke$hi $dupaln sosi$all yalng 

te$rjaldi $ se$calral nyaltal. 

3) Pe$raln I$de$all, aldallalh pe$raln se$se$oralng altalu le$mbalgal yalng di $lalkukaln se$suali $ 

de$ngaln ni $lali $ - ni $lali $ i $de$all altalu yalng be$rke$dudukaln di $ dallalm sualtu si $ste$m. 

 

 

b. Te$ori $ Falktor Yalng Me$mpe$ngalruhi $ Pe$ne$galk Hukum 

Pe$ne$galkaln hukum aldallalh prose$s di $lalkukalnnyal upalyal untuk te$galknyal altalu 

be$rfungsi $nyal normal-normal hukum se$calral nyaltal se$balgali $ pe$domaln pri $lalku 

dallalm la llu li$ntals altalu hubungaln-hubungaln hukum da llalm ke$hi$dupaln 

be$rmalsyalralkalt daln be$rne$galral.26  

Falktor yalng me$mpe$ngalruhi $ Pe$ne$galk Hukum yali $tu se$balgali $ be$ri $kut: 

1) Falktor Pe$ne$galk Hukum 

Falktor Pe$ne$galk Hukum aldallalh sualtu kallalngaln yalng se$calral lalngsung te$lalh 

 
25http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BABII_SAMPAI_BAB%20T

ERAKHIR.pdf 
26  Helmy Ziaul Fuad berjudul mediasi sebagai penyelesaian sengketa pada masyarakat tradisonal 

dan modern Jurnal 
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te$rli $balt bi $dalng pe$ne$galkaln hukum ti $dalk halnyal se$baltals me$ncalkup lalw 

e$nforce$me$nt (kondi $si $ pe$ne$galk hukum) saljal, te$talpi $ jugal pe$alce$ mali $nte$nalnce$ 

(pe$me$li $halralaln pe$rdalmali $aln). 

2) Falktor Salralnal altalu Falsi $li $tals 

Falktor Salralnal altalu Falsi $li $tals aldallalh falktor yalng me$ncalkup te$nalgal malnusi $al yalng 

te$ralmpi $l daln be$rpe$ndi $di $kaln, pe$rallaltaln yalng me$maldali $, ke$ualngaln yalng cukup, 

daln oralgni $salsi $/le$mbalgal yalng bali $k. Alpalbi $lal hall – hall te$rse$but talk te$rpe$nuhi$ 

malkal alkaln salngalt suli $t balgi $ pe$ne$galk hukum untuk me$ncalpali $ tujualnnyal. 

3) Falktor Malsyalralkalt 

Falktor Malsyalralkalt aldallalh falktor yalng salngalt be$rpe$ngalruh dallalm me$ne$galkaln 

hukum kalre$nal pe$ne$galkaln hukum be$ralsall dalri $ malsyalralkalt daln be$rtujualn untuk 

me$ncalpali $ ke$dalmali $aln di $ dallalm malsyalralkalt. 

4) Falktor Ke$budalyalaln 

Falktor Ke$budalyalaln aldallalh falktor be$rpusalt paldal si $ste$m ni $lali $ - ni $lali $ yalng 

me$njaldi $ i $nti $ dalri $ ke$budalyalaln spi $ri $tuall daln non-malte$ri $e$l di $ dallalm 

malsyalralkalt.27 

c. Te$ori $ Re$storati $ve$ Justi $ce$ 

Te$ori $ re$storati $ve$ justi $ve$ me$rupakan salah satu te$ori $ dalam hukum untuk 

me$nutup ce$lah ke$le$mahan dalam pe$nye$le$sai $an pe$rkara pi $dana konve$nsi $onal 

yang yai $tu pe$nde$katan re$pre$si $f yang se$bagai $mana di $laksanakan dalam Si $ste$m 

Pe$radi $lan Pi $dana. Ke$le$mahan pe$nde$katan re$pre$si $f se$bagai $ pe$nye$le$sai $an 

te$rhadap pe$rkara pi $dana yai $tu antara lai $n kare$na be$rori $e$ntasi $ pada pe$mbalasan 

be$rupa pe$mi $danaan dan pe$me$njaraan pe$laku, te$tapi $ walaupun pe$laku te$lah 

 
27 Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 

1995, hlm. 81 
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me$njalani $ hukuman korban ti $dak me$rasakan ke$puasan.28 

De$mi $ki $an juga, pe$laku yang te$lah me$njalani $ hukuman ti$dak dapat 

di $i $nte$grasi $kan atau di $re$katkan ke$ dalam li $ngkungan sosi $al pe$laku be$rasal. Hal 

te$rse$but me$nye$babkan rasa de$ndam yang be$rke$panjangan dan dapat 

me$lahi $rkan pe$ri $laku kri $mi $nal baru. Pe$nye$le$sai $an pe$rkara pi $dana de$ngan 

pe$nde$katan re$pre$si $f ti $dak dapat me$nye$le$sai $kan pe$rkara se$cara tuntas, 

te$rutama antara pe$laku de$ngan pi $hak korban se$rta li $ngkungannya. Hal 

te$rse$but kare$na antara pe$laku dan korban ti $dak di $li $batkan dalam prose$s 

pe$ngambi $lan ke$putusan dalam pe$nye$le$sai $an kasus. Padahal se$jati $nya 

pe$nye$le$sai $an suatu pe$rkara harus me$mbe$ri $kan kontri $busi $ ke$adi $lan bagi $ 

me$re$ka yang be$rpe$rkara.29 

Me$li $hat dari $ pe$rke$mbangan te$ori $ pe$mi $danaan yang pada awalnya te$rfokus 

pada ke$dudukan pe$laku, be$rlanjut ke$pada pe$ran pe$nti $ng bagi $ korban. Dalam 

pe$rke$mbangan pe$mi $ki $ran pe$mi $danaan lahi $rlah suatu Fi $losofi $ Pe$mi $danaan 

baru yang be$rori $e$ntasi $ pada pe$nye$le$sai $an pe$rkara pi $dana yang 

me$nguntungkan se$mua pi $hak bai $k korban, pe$laku maupun masyarakat. 

Dalam me$nye$le$sai $kan suatu pe$rkara pi $dana ti $daklah adi $l apabi $la 

me$nye$le$sai $kan suatu pe$rsoalan pi $dana hanya me$mpe$rhati $kan salah satu 

ke$pe$nti $ngan saja, bai $k pe$laku maupun korban.  

Maka di $pe$rlukan suatu te$ori $ tujuan pe$mi $danaan yang me$waki $li $ se$mua aspe$k 

dalam pe$nye$le$sai $an suatu pe$rkara bai $k korban, pe$laku dan masyarakat ole$h 

 
28  Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 

1995, hlm. 81 
29 Ibid 
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kare$nanya di $pe$rlukan adanya kombi $nasi $ antara satu te$ori $ dan te$ori $ lai $nnya30 

 

      3. Konse$ptual 

Konse$ptual adalah susunan be$rbagai $ konse$p yang me$njadi $ fokus 

pe$ngamatan dalam pe$ne$li $ti$an, untuk me$nce$gah salah salah pe$nge$rti $an atau 

pe$rbe$daan pe$mahaman te$rhadap i $sti $lah yang di $pe$rgunakan dalam pe$nuli $san 

te$si $s i $ni$,maka di $be$ri $kan de$fi $ni $si $ ope$rasi $onalnya, antara lai $n: 

Adapun ke$rangka konse$p pe$nge$rti $an-pe$nge$rti $an dari $ i $sti $lah yang di$gunakan 

dalam pe$nuli $san te$si $s i $ni $ adalah : 

a. I$mple$me$ntasi $ adalah ti $ndakan atau pe$laksanaan dari $ se$buah re$ncana 

yang te$lah di $susun de$ngan matang, ce$rmat dan te$rpe$ri $nci $.31 

b. Pe$ran adalah alralh daln konse$p yalng di $mali $nkaln ole$h pi $halk – pi $halk dallalm 

oposi $si$ sosi $all di $malnal si $ pe$lalku bali $k i $tu be$rupal i $ndi $vi $du malupun 

orgalni $salsi $ alkaln be$rti $ndalk se$suali $ de$ngaln yalng di $halralpkaln ole$h oralng – 

oralng se$ki $talr altalu li $ngkungalnnya.32 

c. Ke$palla l De$sal be$rke$dudukaln se$ba lgali $ Ke$palla l Pe$me$ri$nta lh De$sal ya lng me$mi$mpi$n 

pe$nye$le$nggalrala ln Pe$me$ri$ntalha ln De$sal. Ke$pa llal De$sal be$rtugals me$nye$le$nggalralka ln 

Pe$me$ri$ntalhaln De$sal, me$lalksalna lkaln pe$mbalngunaln, pe$mbi$nala ln ke$malsya lralkaltaln, 

da ln pe$mbe$rdalyala ln malsyalralka lt33 

 

 

 
30 Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 

1995, hlm. 81 
31  Zakky, ZonaReferensi.com.2018.Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan 

Secara Umum https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/ diakses pada pukul 13.58 
32 eprints.umm.ac.id.dengan berjudul tujuan penyelesaian sengketa 

http://eprints.umm.ac.id/51082/3/3_BAB%20II.pdf diakses pada 10 Juni pukul 00.16 
33 Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam 

Perkembangan, Aura, Lampung, 2020, hlm. 21-22 

https://www.zonareferensi.com/author/zakky/
https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/
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d. Halji $me$nal aldallalh de$sal yalng be$raldal di $ ke$calmaltaln Naltalr, Kalbupalte$n 

Lalmpung Se$laltaln, Lalmpung, I$ndone$si $a.34 

e. Pe$nye$le$sai $an konfli $k me$rupakan bahasan pokok dalam i $lmu sosi $al, 

te$rkhusus konfli $k me$njadi $ obje$k kaji $an sosi $ologi $.35 

f. Re$storalti$ve$ Justi$ce$ me$rupalka ln upalya l pe$nye$le$sali $a ln pe$rkalral di $ lualr jallur hukum 

a ltalu pe$raldi $laln, de$ngaln me$nge $de$pa lnkaln me$di$a lsi$ alntalra l pe$lalku de$ngaln korbaln.36 

g. Ti$ndak Pi$dana Ri$ngan adalah pe$rkara yang di$ancam de$ngan pi$dana pe$njara atau 

kurungan pali$ng lama 3 bulan dan/atau de$nda se $banyak-banyaknya Rp. 

7.500 (de$ngan pe$nye$suai$an) dan pe$nghi$naan ri$ngan, ke$cuali$ pe$langgaran lalu 

li$ntas37 

 

 

E. Metode Penelitian 

Me$tode$ sangat pe$nti $ng untuk me$ne$ntukan ke$be$rhasi $lan pe$ne$li $ti $an agar 

dapat be$rmanfaat dan be$rhasi $l guna untuk dapat me$me$cahkan masalah 

yang akan di $bahas be$rdasarkan data yang dapat di $pe$rtanggung jawabkan. 

Me$tode$ adalah cara ke$rja untuk me$mahami $ obje$k yang me$njadi $ tujuan dan 

sasaran. Soe$rjono Soe$kanto me$ngatakan me$tode$logi $ be$rassal dari $ kata 

me$tode$ yang arti $nya jalan, namun me$nurut ke$bi $asaan me$tode$ di $rumuskan 

de$ngan be$be$rapa ke$mungki $nan yai $tu suatu ti $pe$ pe$ne$li $ti $an dan pe$ni $lai $an, 

suatu te$kni $k yang umum bagi $ i $lmu pe$nge$tahuan, dan cara te$rte$ntu untuk 

 
34 Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam 

Perkembangan, Aura, Lampung, 2020, hlm. 21-22 
35 Dosensosiologi.com 14 Upaya Penyelesaian Konflik di Masyarakat dan Contohnya 

https://dosensosiologi.com/upaya-penyelesaian-konflik-dalam-masyarakat-dan-contohnya-

lengkap/ diakses pada pukul 14.26 
36 sudut.com dengan berjudul Apa Itu Kampung Restorative Justice? Ini Penjelasannya 

https://batam.pikiran-rakyat.com/batam/pr-2303985935/apa-itu-kampung-restorative-justice-ini- 
37 Sovia Hasanah. Hukum online.com. Tindak Pidana Ringan (Tipiring). 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-ringan-tipiring-lt5876e928ba1b4/ diakses 

pada 14 Oktober 2024 Pada pukul 11.53 WIB  

https://dosensosiologi.com/objek-kajian-sosiologi-dan-contohnya-lengkap/
https://dosensosiologi.com/upaya-penyelesaian-konflik-dalam-masyarakat-dan-contohnya-lengkap/
https://dosensosiologi.com/upaya-penyelesaian-konflik-dalam-masyarakat-dan-contohnya-lengkap/
https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-ringan-tipiring-lt5876e928ba1b4/
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me$laksanakan suatu prose$dur untuk me$ndapatkan data yang di $pe$rlukan 

dalam me$lakukan pe$ne$li $ti $an.38   

1. Pendekatan Masalah 

Pe$ne$li $ti $an Hukum me$rupakan suatu ke$gi $atan i $lmi $ah, yang di $dasarkan 

me$nggunakan me$tode$ si $ste$mati $ka dan pe$mi $ki$ran te$rte$ntu untuk 

me$mpe$lajari $ suatu masalah hukum te$rte$ntu de$ngan cara me$nganali $si $snya.39 

Pe$ne$li $ti $an i$ni $ pe$nuli $s me$nggunakan dua me$tode$ pe$nde$katan yai $tu 

pe$nde$katan yuri $di $s normati $f dan pe$nde$katan yuri $di $s e$mpi $ri $s. Pe$nde$katan 

yurudi $s normati $f me$rupakan suatu pe$nde$katan pe$ne$li $ti$an de$ngan cara 

me$mpe$lajari $ bahan-bahan ke$pustakaan, asas- asas hukum, dan norma-

norma hukum.40 Pe$nde$katan yuri $di $s e$mpi $ri $s me$rupakan suatu pe$nde$katan 

pe$ne$li $ti $an te$rhadap i $de$nti $fi $kasi $ hukum dan e$fe$kti $vi $tas hukum yang 

di $lakukan de$ngan cara me$ne$li $ti $ dan me$ngumpulkan data pri $me$r yang 

di $pe$role$h se$cara langsung me$lalui $ pe$ne$li $ti $an de$ngan cara obse$rvasi$ 

te$rhadap pe$rmasahan yang akan di $bahas.41 

2. Sumber dan Jenis Data 

Data yang akan di $pe$rgunakan dalam pe$ne$li $ti $an i $ni $ adalah data pri $me$r dan 

data se$kunde$r. 

1. Data pri $me$r me$rupakan suatu data yang di $pe$role$h se$cara langsung dari $ 

lapangan te$rutama dari $ orang-orang yang be$rkai $tan de$ngan masalah yang akan 

di $te$li $ti$ dalam pe$nuli $san te$si $s i $ni $. Data pri $me$r i $ni $ akan di $ambi $l dari $ wawancara 

ke$pada Ke$jaksaan, Ke$pala De$sa Haji $me$na, Polse$k Natar, dan Dose$n Bagi $an 

 
38 Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 5. 
39 Ibid 
40 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 14 
41 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12. 
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Hukum Pi$dana Uni $la. Se$dangkan, 

2. Data se$kunde$r me$rupakan data yang di $pe$role$h atau di $kumpulkan pe$ne$li $ti $ dari $ 

be$rbagai $ sumbe$r yang te$lah ada se$pe$rti $ studi$ dokume$ntasi $ dan li$te$rature$ de$ngan 

me$mpe$lajari $ buku-buku, dokume$n-dokume$n dan khususnya pe$raturan 

pe$rundang-undangnan yang be$rlaku dan be$kai $tan de$ngan masalah yang akan 

di $bahas. Data se$kunde$r te$rdi $ri $ dari $ bahan hukum pri $me$r, se$kunde$r dan te$sti $e$r.25 

a) Bahan hukum pri $me$r 

1. Pe$raturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 te$ntang Pe$doman 

Me$ngadi $li $ Pe$rkara Pi $dana Be$rdasarkan Ke$adi $lan Re$storati $f 

2. Pe$raturan Ke$poli $si $an Ne$gara Re$publi $k I$ndone$si $a Nomor 8 Tahun 2021 

te$ntang Pe$nanganan Ti $ndak Pi $dana Be$rdasarkan Ke$adi $lan Re$storati $f. 

3. Pe$raturan De$arah Provi $nsi $ Lampung NO 1 Tahun 2016 Pe$doman  

Re$mbug De$sa Dan Ke$lurahan Dalam Pe$nce$gahan Konfli $k Di $ Provi$nsi $ 

Lampung. 

 

b) Bahan se$kunde$r adalah bahan yang be$rkai $tan de$ngan pe$rmasalahan hukum 

yang akan di $tuli $s pe$ne$li $ti$. Data-data yang di $pe$role$h dari $ aturan-aturan 

hukum yang be$rlaku, buku-buku, jurnal hukum, putusan-putusan, pe$raturan 

pe$me$ri $ntah dan karya i $lmi $ah lai $n yang te$rkai $t de$ngan obye$k pe$ne$li $ti $an. 

 

Bahan hukum te$rsi $e$r adalah bahan hukum pe$nunjang yang me$ncakup bahan 

me$mbe$ri $ pe$tunjuk dan pe$nje$lasan te$rhadap bahan hukum pri $me$r dan se$kunde$r, 

se$pe$rti $ kamus, karya-karya i $lmi $ah, bahan se$mi $nar, sumbe$r dari $ i $nte$rne$t, hasi $l-hasi $l 

pe$ne$li $ti $an para sarjana be$rkai $tan de$ngan pokok pe$rmasalahan yang akan di $bahas 
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dalam te$si $s i $ni $ 

3. Penentuan Narasumber 

Narasumbe$r me$rupakan i $sti$lah umum yang me$rujuk ke$pada se$se$orang, bai $k 

me$waki $li $ pri $badi $ maupun suatu le$mbaga, yang me$mbe$ri $kan atau me$nge$tahui $ 

se$cara je$las te$ntang suatu i $nformasi $, atau me$njadi $ sumbe$r i $nformasi $ untuk 

ke$pe$nti $ngan pe$mbe$ri $taan di $ me$di $a massa. De$mi $ki $an maka dalam pe$ne$li $ti$an i $ni $ 

me$me$rlukan narasumbe$r be$rdasarkan kri $te$ri $a te$rte$ntu yang te$lah di $te$tapkan 

se$bagai $ i $nforman pe$ne$li $ti $an i $ni $ se$bagai $ be$ri $kut: 

1. Ke$pala De$sa Haji $me$na, Ke$camatan Natar, Kabupae$n  

Lampung Se$latan                 : 1 Orang 

2. Pe$nyi $di $k pada Polse$k Natar, Kabupate$n                                                            

Lampung Se$latan                                                              : 1 Orang 

3. Dose$n Bagi $an Hukum Pi $dana Fakultas Hukum UNI$LA :1 Orang+ 

Jumlah         3 Orang 

 

 

4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

1) Prosedur Pengumpulan Data 

Pe$nyusunan te$si $s i $ni$ se$suai $ de$ngan je$ni $s dan sumbe$r data se$bagai $mana 

di $te$ntukan di $ atas me$me$pe$rgunakan dua macam prose$dur, dalam rangka 

me$ngumpulkan data yang di $pe$rgunakan dalam pe$ne$li $ti $an i $ni $ yai $tu: 

a) Studi$ ke$pustakaan 

Studi$ ke$pustakaan adalah te$kni $k pe$ngumpulan data yang be$rsumbe$r dari $ 

dokume$ntasi $ yang be$rhubungan de$ngan masalah yang se$dang di $bahas. 

Pe$ngumpulan data se$kunde$r adalah te$rle$bi $h me$ne$ri $ma sumbe$r pustaka, 
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buku- buku, pe$raturan pe$rundang-undangan dan lai $n-lai $n yang be$rkai $tan 

de$ngan pe$rmasalahan. 

b) Studi$ lapangan 

Studi$ Lapangan di $lakukan de$ngan me$lakukan pe$ne$li $ti$an langsung ke $ 

te$mpat obye$k yai $tu, di $ Poli $si$ Se$ktor Natar, Lampung Se$latan, ke$pala de$sa 

haji $me$na, ke$pala dusun 5 pe$rum polri $, dan dose$n bagi $an hukum pi $dana 

fakultas hukum. Dalam hal i $ni $ untuk me$ndapatkan data pri $me$r di $lakukan 

wawancara se$cara me$ndalam de$ngan narasumbe$r, de$ngan me$nyi $apkan 

be$be$rapa pe$rtanyaan yang dapat me$mbantu guna untuk me$ndapatkan data 

pri $me$r. 

 

2) Pengolahan Data 

Se$te$lah data te$rkumpul de$ngan bai $k yang di $pe$role$h dari $ studi $ ke$pustakaan dan 

studi$ lapangan ke$mudi $an di $olah de$ngan cara se$bagai $ be$ri $kut: 

a. Se$le$ksi $ data 

Se$le$ksi $ data adalah prose$s pe$nyari $ngan te$rhadap data yang se$be$nar-be$nar 

be$rhubungan de$ngan pokok pe$rmasalahan. Se$hi $ngga dapat te$rhi $ndar dari $ 

ke$salahan data. 

b. I$nte$rpre$tasi $ data 

I$nte$rpre$tasi $ data adalah me$nghubungkan data-data yang di $pe$role$h 

se$hi $ngga dapat me$nghasi $lkan urai $an yang ke$mudi $an dapat di $tari $k 

ke$si $mpulan. 

c. Si$ste$mati $sasi $ 

Si$ste$mati $sasi $ adalah prose$s pe$nyusunan dan pe$ne$mpatan se$suai $ de$ngan 

pokok pe$rmasalahan se$cara si $ste$mati $s se$hi $ngga me$mudahkan anli $si $s data. 
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5. Analisis Data 

Anali $sa yang di $pe$rgunakan pada pe$ne$li $ti $an i $ni $ adalah de$ngan me$nggunkan 

anali $si $s kuali $tati $f, yai $tu de$ngan me$nde$ te$si $s kan data dan fakta yang di $hasi $lkan 

atau de$ngan kata lai $n yai $tu de$ngan me$ngurai $kan data de$ngan kali $mat-kali $mat 

yang te$rsusun se$cara te$rpe$ri $nci $, si $ste$mati $s dan anali $si $s, se$hi $ngga akan 

me$mpe$role$h ke$si $mpulan dari $ pe$ne$li $ti $an di $ lapangan de$ngan suatu i $nte$rpre$tasi $, 

e$valuasi $ dan pe$nge$tahuan umum. Se$te$lah data di $anali $si $s maka ke$si $mpulan 

te$rakhi $r di $lakukan de$ngan me$tode$ i $ndukti $f yai $tu me$ngurai $kan be$rdasarkan hal-hal 

yang be$ri $sfat khusus lalu me$nari $k ke$si $mpulan be$rsi $fat umum. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Teori Peran 

 

Pe$ran be$rarti $ se$suatu yang di $mai $nkan atau di $jalankan. 42Pe$ran di $de$fi $ni $si $kan 

se$bagai $ se$buah akti $vi $tas yang di $pe$rankan atau di $mai $nkan ole$h se$se$orang yang 

me$mpunyai $ ke$dudukan atau status sosi $al dalam organi $sasi $.  

  

Pe$ran me$nurut te$rmi $nology adalah se$pe$rangkat ti $ngkah yang di $harapkan di $mi$li $ki $ 

ole$h yang be$rke$dudukan di $masyarakat. Dalam bahasa i $nggri $s pe$ran di $se$but “role$” 

yang de$fi $ni $si $nya adalah “pe$rson’s task or duty i $n unde$rtaki $ng”. Arti $nya “tugas 

atau ke$waji $ban se$se$orang dalam suatu usaha atau pe$ke$rjaan”. Pe$ran di $arti $kan 

se$bagai $ pe$rangkat ti $ngkah yang di $harapkan di$mi $li$ki $ ole$h orang yang 

be$rke$dudukan dalam masyarakat. Se$dangkan pe$ranan me$rupakan ti $ndakan yang 

di $lakukan ole$h se$orang dalam suatu pe$ri $sti $wa.43  

 

Pe$ran adalah akti $vi $tas yang di $jalankan se$se$orang atau suatu le$mbaga/organi $sasi $. 

Pe$ran yang harus di $jalankan ole$h suatu le$mbaga/organi $sasi $ bi $asanya di $atur dalam 

suatu ke$te$tapan yang me$rupakan fungsi $ dari $ le$mbaga te$rse$but. Pe$ran i $tu ada dua 

 
42 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2014) 
43 Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan 

Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86 
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macam yai $tu pe$ran yang di $harapkan (e$xpe$cte$d role$) dan pe$ran yang di $lakukan 

(actual role$). Dalam me$laksanakan pe$ran yang di $e$mbannya, te$rdapat faktor 

pe$ndukung dan pe$nghambat. 

 

Se$lanjutnya dalam me$mahami $ te$ori $ pe$ran, Le$vi $nson dalam Soe$kanto 

me$nge$te$ngahkan ti $ga hal pe$nti $ng me$nyangkut pe$ranan yai $tu; Pe$rtama, pe$ranan 

me$li $puti$ norma-norma yang di $hubungkan de$ngan posi $si$ atau te$mpat se$se$orang 

dalam masyarakat. Pe$ran dalam arti $ i $ni$ me$rupakan rangkai $an pe$raturan-pe$raturan 

yang me$mbi $mbi $ng se$se$orang dalam ke$hi $dupan ke$masyarakatan. Ke$dua, pe$ranan 

me$rupakan suatu konse$p te$ntang apa yang dapat di $lakukan ole$h i $ndi $vi $du dalam 

masyarakat se$bagai $ organi $sasi $. Ke$ti $ga, pe$ranan juga dapat di$katakan se$bagai $ 

pe$ri $laku i $ndi $vi $du yang pe$nti $ng bagi $ struktur sosi $al masyarakat.44 

 

Me$nurut Soe$rjono Soe$kalnto, pe$raln aldallalh alspe$k yalng di $nalmi $s dallalm sualtu 

ke$dudukaln altalu staltus se$se$oralng dallalm me$lalkukaln sualtu halk daln ke$walji $baln yalng 

se$suali $ de$ngaln ke$dudukaln yalng di $mi$li $ki $. Pe$rbe$dalaln alntalral pe$ralnaln daln ke$dudukaln 

i $allalh untuk ke$pe$nti $ngaln i $lmu pe$nge$talhualn kalre$nal ke$dualnyal ti $dalk dalpalt 

di $pi $salhkaln kalre$nal yalng saltu te$rgalntung paldal yalng lali $n daln jugal se$balli $knyal. Ti$dalk 

aldal pe$ralnaln talnpal ke$dudukaln altalupun ke$dudukaln talnpal pe$ralnaln.45 

 

Pe$nge$rti $an pe$ran me$nurut Soe$rjono Soe$kanto, yai $tu pe$ran me$rupakan aspe$k 

di $nami $s ke$dudukan (status), apabi $la se$se$orang me$laksankan hak dan 

ke$waji $bannya se$suai $ de$ngan ke$dudukannya, maka i $a me$njalankan suatu 

 
44 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2014), 211 
45 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistiyowati, 2015, Sosiologi Suatu Pengantar. hlm. 212 ..  
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pe$ranan.46 Pe$ran me$rupakan aspe$k yang di $nami $s dari $ ke$dudukan (status). Apabi $la 

se$orang yang me$lakukan hak dan ke$waji $bannya se$suai $ de$ngan ke$dudukannya 

maka di $a me$njalankan suatu pe$ran. Se$dangkan ke$waji $ban adalah se$gala se$suatu 

yang harus di $lakukan ole$h se$ti $ap orang dalam me$njalankan ke$hi $dupannya. Dalam 

kamus bahasa I$ndone$si $a juga di$je$laskan bahwa pe$ran adalah ti $ndakan yang 

di $lakukan ole$h se$se$orang dalam suatu pe$ri $sti $wa. 

 

Se$ti $alp oralng me$mi $li $ki$ malcalm – malcalm pe$ralnaln yalng be$ralsall dalri $ polal – polal 

pe$rgalulaln hi $dupnyal. Hall i $ni $ be$ralrti $ balhwal pe$ralnaln te$lalh me$ne$ntukaln alpal yalng 

di $lalkukalnnyal balgi $ malsyalralkalt daln ke$se$mpaltaln alpal saljal yalng di $be$ri $kaln 

malsyalralkalt ke$paldalnyal. Pe$ralnaln i $ni $ salngalt pe$nti $ng kalre$nal pe$rnalnal te$lalh me$ngaltur 

pe$ri $lalku dalri $ se$se$oralng daln me$nye$balbkaln se$se$oralng paldal baltals – baltals te$rte$ntu 

bi $als me$mpre$di $ksi $kaln ti $ndalkaln – ti $ndalkaln oralng lali $n. Se$se$oralng te$rse$but alkaln 

alkaln me$nye$suali $kaln pe$ri $lalkunyal de$ngaln pe$ri $lalku oralng – oralng yalng aldal di $ 

se$ke$li $li $ngnyal altalu di $ ke$lompoknyal. Hubungaln - hubungaln sosi $all yalng te$rdalpalt 

dallalm malsyalralkalt aldallalh hubungaln alntalral pe$ralnaln i $ndi $vi $du di $ dallalm malsyalralkalt 

daln te$lalh di $altur ole$h normal yalng be$rlalku.47 

Pe$ralnaln yalng te$rdalpalt dallalm di $ri $ se$se$oralng halruslalh di $be$dalkaln de$ngaln posi $si$ 

dallalm pe$rgalulaln malsyalralkalt. Posi $si $ se$se$oralng di $ dallalm sualtu malsyalralkalt (soci $all- 

posi $ti$on) aldallalh unsur stalti $s yalng me$mpe$rli $haltkaln te$mpalt i $ndi $vi $du di$ dallalm 

orgalni $salsi $ malsyalralkalt. Pe$ralnaln le$bi $h balnyalk me$rujuk ke$paldal prose$s, pe$nye$suali $aln 

di $ri $, daln fungsi$. Se$hi $nggal se$se$oralng me$nduduki $ sualtu posi$si $ dallalm malsyalralkalt 

 
46 Nuruni dan Kustini, Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand, Jurnal Manajemen 

dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011), diakses pukul 21.00 
47 Ely Chinoy, 1961, Society An Introduction Sociology, Random House, New York, hlm. 31 
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ke$mudi $aln me$njallalnkaln sualtu pe$ralnaln. Pe$rnaln te$lalh me$ncalkup 3 hall yali $tu se$balgali $ 

be$ri $kut: 

1. Pe$ralnaln aldallalh sualtu konse$p me$nge$nali $ alpal yalng bi$sal di $lalkukaln ole$h 

se$oralng i $ndi $vi $du di $ dallalm orgalni $salsi $ malsyalralkalt. 

2. Pe$ralnaln bi $sal di $se$but se$balgali $ pe$ri $lalku i $ndi $vi $du yalng pe$nti $ng balgi $ struktur 

sosi $all malsyalralkalt. 

3. Pe$ralnaln me$li $puti $ normal – normal yalng di $kali $tkaln de$ngaln posi $si $ altalu te$mpalt 

se$se$oralng di $ dallalm malsyalralkalt, yalng dallalm alrti $ i $ni $ aldallalh ralngkali $aln 

alturaln-alturaln yalng me$mbi $mbi$ng se$se$oralng dallalm ke$hi $dupaln 

be$rmalsyalralkalt.48 

Me$nyi $nggung me$nge$nali $ falsi $li $tals, malsyalralkalt bi $alsalnyal alkaln me$mbe$ri $kaln falsi $li $tals-

falsi $li $tals ke$paldal i $ndi $vi $du untuk bi$sal me$njallalnkaln pe$ralnalnnyal. Le$mbalgal-le$mbalgal 

ke$malsyalralkaltaln aldallalh balgi $aln dalri $ malsyalralkalt yalng balnyalk me$nye$di $alkaln 

pe$lualng- pe$lualng untuk pe$lalksalnalaln pe$ralnaln. Te$rkaldalng pe$rubalhaln struktur sualtu 

golongaln ke$malsyalralkaltaln me$nye$balbkaln falsi $li $tals – falsi $li $tals te$rse$but be$rtalmbalh, 

nalmun jugal dalpalt me$nguralngi $ pe$lualng - pe$lualng alpalbi $lal te$rpalksal di $aldalkaln 

ralsi $onalli $salsi $ se$balgali $ alki $balt pe$rubalhaln struktur daln orgalni $salsi $.49 

Be$rsalmalaln de$ngaln aldalnyal staltus-confli $ct, jugal te$rdalpalt confli $ct of role$s. Balhkaln 

te$rkaldalng sualtu pe$mi $salhaln alntalral i $ndi $vi $du de$ngaln pe$ralnalnnyal yalng 

se$sungguhnyal halrus di $lalkukaln, daln i $ni $lalh yalng di $nalmalkaln de$ngaln role$ di $stalnce$. 

Ge$jallal te$rse$but ti $mbul alpalbi $lal i $ndi $vi $du me$ralsalkaln di $ri $nyal te$rte$kaln kalre$nal di $al 

 
48 Levinson, 1964, Role Personality and Social Structure, The MacMillan Company, New York, 

    hlm. 204 
49 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistiyowati, 2015, Sosiologi Suatu Pengantar., hlm. 212 
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me$ralsal di $ri $nyal talk se$suali $ untuk me$lalkukaln pe$ralnaln yalng di $be$ri $kaln ole$h 

malsyalralkalt ke$paldal di $ri $nyal. Se$hi $nggal i $al ti$dalk me$lalksalnalkaln pe$ralnalnnyal de$ngaln 

se$mpurnal altalu balhkaln me$nye$mbunyi $kaln di $ri $nyal, alpalbi $lal di $al be$raldal dallalm 

li $ngkalraln sosi $all yalng be$rbe$dal.  

Li $ngkalraln sosi $all (soci $all ci $rcle$) me$rupalkaln sualtu ke$lompok sosi$all di $malnal 

se$se$oralng me$ndalpalt te$mpalt se$rtal ke$se$mpaltaln untuk me$lalksalnalkaln pe$ralnalnnyal. 

Se$ti $alp pe$ralnaln be$rtujualn algalr alntalral i $ndi $vi $du yalng me$lalksalnalkaln pe$ralnaln taldi $ 

de$ngaln oralng - oralng di $ se$ki $talrnyal yalng me$mi $li $ki $ hubungalnnyal de$ngaln pe$ralnaln 

te$rse$but daln te$rdalpalt hubungaln yalng di $altur ole$h ni $lali $-ni $lali $ sosi$all yalng di $te$ri $mal 

daln di $talalti $ ke$dual be$lalh pi $halk.50 

Pe$mbalhalsaln me$nge$nali $ be$rmalcalm yalng me$le$kalt paldal sualtu i $ndi $vi $du dallalm 

malsyalralkalt pe$nti $ng balgi $ hall – hall se$balgali $ be$ri $kut: 

1. Alpalbi $lal se$mual oralng malmpu daln salnggup me$lalksalnalkaln pe$ralnalnnyal, be$lum 

te$ntu ma lsyalralkalt alkaln bi $sal me$mbe$ri $kaln pe$lualng - pe$lualng yalng se$i $mbalng. 

Balhkaln se$ri $ng kalli $ te$rli $halt be$talpal malsyalralkalt te$rpalksal me$mbaltalsi $ pe$lualng - 

pe$lualng te$rse$but. 

2. Malsyalralkalt se$ri $ngkalli $ di $jumpali $ i$ndi $vi $du - i $ndi $vi $du yalng ti $dalk malmpu 

me$lalksalnalkaln pe$ralnalnnyal se$suali $ di $halralpkaln ole$h ma lsyalralkalt kalre$nal 

mungki $n pe$lalksalnalalnnyal me$me$rlukaln pe$ngorbalnaln alrti $ ke$pe$nti $ngaln - 

ke$pe$nti $ngaln pri $baldi $ yalng te$rlallu balnyalk. 

3. Pe$ralnaln te$rse$but se$bali $knyal di $le$kaltkaln paldal i $ndi $vi $du - i$ndi $vi $du yalng ole$h 

malsyalralkalt di $alnggalp malmpu me$lalksalnalkalnnyal. Me$re$kal halrus te$rle$bi $h 

dalhulu be$rlalti $h daln me$mpunyali $ halsralt untuk me$lalksalnalkalnnyal. 

 
50 Ibid 
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4. Pe$ralnaln – pe$ralnaln te$rte$ntu halrus di $lalkukaln ji $kal struktur ma lsyalralkalt alkaln 

di $pe$rtalhalnkaln ke$lalngsungalnnyal. 

Te$ori $ pe$raln i $ni $ me$mi $li $ki$ je$ni $s-je$ni $s yali $tu se$balgali $ be$ri $kut:51 

1. Pe$raln Norma lti $f, aldallalh pe$raln se$se$oralng altalu le$mbalgal yalng di $lalkukaln se$suali $ 

de$ngaln paldal normal yalng be$rlalku di $ dallalm taltalnaln ke$hi $dupaln malsyalralkalt. 

2. Pe$raln Falktuall, aldallalh pe$raln se$se$oralng altalu le$mbalgal yalng di $lalkukaln se$suali$ 

de$ngaln ke$nyaltalaln yalng kongkri $t di $ lalpalngaln altalupun ke$hi $dupaln sosi $all yalng 

te$rjaldi $ se$calral nyaltal. 

3. Pe$raln I$de$all, aldallalh pe$raln se$se$oralng altalu le$mbalgal yalng di $lalkukaln se$suali$ 

de$ngaln ni $lali $ - ni $lali $ i $de$all altalu yalng be$rke$dudukaln di $ dallalm sualtu si $ste$m. 

B  Pengertian Penegakan Hukum  

 

Pe$ne$gakan hukum adalah se$cara konse$psi $onal, maka i $nti $ dan arti $ pe$ne$ge$kan 

hukum te$rle$tak pada ke$gi $atan me$nye$rasi $kan hubungan ni $lai $-ni $lai $ yang te$rjabarkan 

di $ dalam kai $dah-kai $dah yang mantap dan me$nge$jawantah dan si $kap ti $ndak se$bagai $ 

rangkai $an pe$njabaran ni $lai $ tahap akhi $r, untuk me$nci $ptakan, me$me$li $hara, dan 

me$mpe$rtahankan ke$damai $an pe$rgaulan hi $dup.52 

 

Mi $salnya, ni $lai $-ni $lai $ ke$pasti $an hukum de$ngan ke$se$bandi $ngan hukum, kai $dah 

Ki $tab Undang-Undang Hukum Pi$dana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 

te$ntang I$nformasi $ Transaksi $ E$le$ktroni $k. Pe$ne$gakan hukum te$rse$but be$rki $sar dari $ 

me$ni $ndak dan me$me$li $hara ke$damai $an yang be$rtujuan ke$adi $lan.  

Me$nurut te$ori $ di $ atas pe$ne$gakan hukum adalah suatu upaya yang di $lakukan se$cara 

 
51 Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peran, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 243  
52 Soerjono Soekanto. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja 

Grafindo Persada. Depok. hlm. 5 
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langsung ataupun ti $dak langsung yang be$rtujuan untuk me$nye$laraskan ni $lai $-ni $lai $, 

kai $dah, dan pe$ri $laku untuk me$nanggulangi $ ke$jahatan. 

 

Hukum se$bagai $ tatanan pe$ri $laku yang me$ngatur manusi $a dan me$rupakan tatanan 

pe$maksa, maka agar hukum dapat be$rfungsi $ e$fe$kti $f me$ngubah pe$ri $laku dan 

me$maksa manusi $a untuk me$laksanakan ni $lai $ni $lai $ yang ada dalam kae$dah hukum, 

maka hukum te$rse$but harus di $se$barluaskan se$hi $ngga dapat me$le$mbaga dalam 

masyarakat.  

 

Pe$le$mbagaan hukum dalam masyarakat pe$rlu di $lakukan pe$ne$gakan hukum (law 

e$nforce$me$nt) se$bagai $ bagi $an dari $ rangkai $an prose$s hukum yang me$li$puti $ 

pe$mbuatan hukum, pe$ne$gakan hukum, pe$radi $lan se$rta admi $ni $strasi $ ke$adi $lan. 

Satji$pto Raharjo me$nyampai $kan pe$ndapatnya me$nge$nai $ pe$ne$gakan hukum (law 

e$nforce$me$nt) adalah pe$laksanaan hukum se$cara konkri $t dalam ke$hi $dupan 

masyarakat. Se$te$lah pe$mbuatan hukum di $lakukan, maka harus di $lakukan 

pe$laksanaan konkri $t dalam ke$hi $dupan masyarakat se$hari $-hari $, hal te$rse$but 

me$rupakan pe$ne$gakan hukum. Namun dalam i$sti $lah lai $n se$ri $ng di$se$but pe$ne$rapan 

hukum, atau dalam i$sti $lah bahasa asi $ng se$ri $ng di$se$but re$chi $stoe$passi $ng dan 

re$chtshandhavi $ng (Be$landa), law e$nforce$me$nt dan appli $cati $on.53  

 

Me$nurut Ji $mly Asshi$ddi $qi $e$ Pe$ne$gakan Hukum adalah prose$s di $lakukannya upaya 

te$gaknya atau be$rfungsi $ normanorma hukum se$cara nyata se$bagai $ pe$doman 

pe$ri $laku dalam hubunganhubungan hukum dalam ke$hi $dupan be$rmasyarakat dan 

 
53 Satjipto Rahardjo. 2008. Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Kompas, hlm. 175 
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be$rne$gara.54 

Pe$ne$gakan hukum di $arti $kan dalam 3 konse$p, yai $tu :55  

1. Konse$p pe$ne$gakan hukum be$rsi $fat total (total e$nforce$me$nt conce$pt), yai $tu 

di $mana konse$p i $ni $ me$nuntut se$mua ni $lai $ yang ada di $ be$lakang norma hukum 

untuk di $te$gakan tanpa ke$cuali $.  

2. Konse$p pe$ne$gakan hukum be$rsi $fat pe$nuh (full e$nforce$me$nt conce$pt), di $mana 

konse$p i $ni $ me$nyadari $ bahwa konse$p total harus ada pe$mbatas de$ngan hukum 

acara agar me$li $ndungi $ ke$pe$nti $ngan pe$rsonal.  

3. Konse$p pe$ne$gakan hukum be$rsi $fat actual (actual e$nforce$me$nt conce$pt), di $mana 

konse$p i $ni $ yaki $n ada di $skre$si $ dalam pe$ne$gakan hukum kare$na ke$te$rbatasan yang 

be$rke$si $nambungan de$ngan sarana dan prasarana, kuali $tas sumbe$r daya manusi $a 

dan pe$rundang-undangan lalu kurangnya pe$ran masyarakat.  

 

Pe$ne$gakan hukum pada dasarnya be$rkai $tan de$ngan upaya untuk me$ne$rapkan 

hukum te$rhadap pe$ri $sti $wa-pe$ri $sti $wa hukum atau pe$nyi $mpangan dan pe$langgaran 

te$rhadap hukum yang be$rlaku dalam masyarakat. Pe$ne$gakan hukum be$rkai $ta 

de$ngan aspe$k : (i $) ke$amanan, ke$te$rti $ban dan pe$rli $ndungan hukum, dan (i $i $) 

ke$adi $lan. Dalam pe$ne$gakan hukum ada ti $ga unsur yang harus di $pe$rhati $kan yai $tu 

ke$adi $lan, ke$manfaatan, atau hasi $l guna dan ke$pasti $an hukum.56  

 

Se$cara konse$p maka i $nti $ dari $ pe$nge$rti $an pe$ne$gakan hukum yai $tu di$li $hat dari$ 

ke$gi $atan me$nye$laraskan hubungan dan ni $lai $ni $lai $ yang di $je$laskan di $ dalam kai $dah-

 
54 Jimly. 2012. Penegakan Hukum. https://www.jimly.com/. diakses 15  Maret 2025. 
55 Siswanto Sunarso. 2012. Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta Timur. Sinar 

Grafika. hlm. 88 
56 Mahendra, A. P. 2020. Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif 

(Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA), hlm. 7 
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kai $dah yang bai $k dan si $kap ti $ndak se$bagai $ rangkai $an pe$nje$lasan ni $lai $ tahap akhi $r, 

untuk me$nci $ptakan me$me$li $hara dan me$mpe$rtahankan ke$damai $an dalam pe$rgaulan 

hi $dup.57 

 

C. Pengertian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice 

 

 

Pe$nangaan ti $ndak pi $dana ri $ngan saat i $ni $ di $ni $lai $ ti $dak me$nunjukkan asas 

proporsi $onali $tas. Se$lai $n i $tu, apabi $la suatu ti $ndak pi $dana di $kate$gori $kan se$bagai $ 

ti $ndak pi$dana ri $ngan, maka hal te$rse$but akan me$mpe$ngaruhi $ prose$s pe$radi $lan dan 

hukum acara yang di $gunakan. Namun, dalam pe$nanganan ti $ndak pi $dana ri $ngan 

banyak me$ndapatkan ate$nsi $ masyarakat. Masyarakat me$rasakan adanya 

ke$ti $dakadi $lan di $dalam prose$s pe$nye$le$sai $annya kare$na batasan ni $lai $ mata uang 

rupi $ah yang di $cantumkan dalam KUHP untuk me$ngkate$gori $kan ti $ndak pi $dana 

ri $ngan ti $dak di $pe$rbarui $ se$jak tahun 1960. Se$lai $n i $tu, masyarakat juga di $dukung 

ole$h pe$nangan kasus ti $ndak pi $dana ri $ngan yang se$ri $ng di $rasa ti $dak 

me$nge$de$pankan ke$adi $lan.58 

 

Banyak ne$gara te$rmasuk I$ndone$si $a se$ri $ngkali $ te$rjadi $ ke$ti $dakpuasan dan frustasi $ 

dalam si $ste$m pe$radi $lan formal se$hi $ngga me$nye$babkan adanya re$spon untuk 

alte$rnati $f dalam pe$ne$gakan hukum yai $tu Re$storati $ve$ justi$ce$. Ke$adi $lan re$storati $f 

adalah pe$nye$le$sai $an pe$rkara ti $ndak pi $dana de$ngan me$li $batkan pe$laku, korban, 

ke$luarga pe$laku atau korban, dan pi $hak lai $n se$cara langsung te$rkai $t de$ngan 

pe$nye$le$sai $an pe$rkara pi $dana be$rsama-sama me$ncari $ pe$nye$le$sai $an yang adi $l 

 
57 Yunus Ardiansyah. 2018. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). 

 hlm 9 
58 Leonardo O A Pandensolang, “Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan 

Pidana”, Lex Crimen, Vol. 4, No. 1, 2015, h. 24–25. 
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be$rori $e$ntasi $ pada pe$muli $han ke$mbali $ ke$adaan se$mula dan bukan pe$mbalasan. 

Jalan alte$rnati $f i $ni $ me$mbe$ri $kan para pi $hak yang te$rli $bat dan masyarakat se$ki $tar 

untuk turut se$rta dalam be$rparti $si $pasi $ me$nye$le$sai $kan konfli $k yang te$rjadi $.59 

 

Re$storati $ve$ justi $ce$ i $alah suatu pe$nde$katan ke$adi $lan yang be$rdasarkan pada fi $losofi $ 

dan ni $lai $ tanggung jawab, ke$te$re$bukaan, ke$pe$rcayaan se$rta pe$muli $han, yang 

be$rfokus pada me$ne$kan ke$rugi $an te$rkai $t ke$jahatan, de$ngan be$rupaya me$mi $nta 

pe$rtanggungjawaban pe$laku atas ti $ndakannya de$ngan me$mbe$rdayakan para pi $hak 

yakni $ korban, pe$laku dan masyarakat de$ngan me$ngakui $ se$rta me$mpe$rti $mbangan 

ke$butuhan se$te$lah te$rjadi $nya ti $ndak pi $dana de$ngan me$ne$mukan solusi $ me$lalui$ 

pe$muli $han, re$i $nte$grasi $ dan pe$nce$gahan ke$rugi $an le$bi $h lanjut.60 

 

Pe$nge$rti $an Re$storati $ve$ Justi$ce$ yai $tu pe$nde$katan ke$adi $lan yang me$li $batkan pe$laku 

dan korban de$ngan pe$nye$le$sai $an se$cara ke$ke$luargaan untuk me$ndapatkan 

ke$adi $lan dan pe$muli $han aki $bat dampak yang di $ti $mbulkan dari $ ke$jahatan te$rse$but 

be$rupa ganti $ ke$rugi $an dari $ pe$laku ke$pada korban. Pe$nye$le$sai $an ke$jahatan de$ngan 

pe$nde$katan re$storati $ve$ justi$ce$ yang ti $mbul dari $ konfli $k atau ke$rugi $an yang 

di $aki $batkan ole$h ke$jahatan di $i $anggap se$bagai $ konfli $k dalam hubungan antar 

anggota masyarakat dan harus di $se$le$sai $kan be$rsama se$mua pi $hak. Solusi$nya 

te$rle$tak pada ke$se$i $mbangan, me$mbe$ri $kan korban ke$se$mpatan untuk be$rpe$ran 

dalam me$nye$le$sai $kan ke$jahatan.61 

 
59 Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, Tindak Pidana Informasi dan Elektronik. Malang: Media 

Nusa Creative, 2015, h. 10. 
60 Muladi, Kapita Selekta Peradilan Pidana (Semarang: Penerbit BP Universitas Diponegoro, 

1995). Hlm. 127-129. 
61 Aga Anum Prayudi, Syuha Maisytho Probilla, Andi Najemi, “Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 2, 
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Pe$nye$le$sai $an re$storati $ve$ justi$ce$ ti $dak dapat di $laksanakan pada se$mua pe$rkara 

ti $ndak pi $dana, ada be$be$rapa syarat yang harus di $pe$nuhi $ yai $tu syarat mate$ri $i $l dan 

syarat formi $l. Syarat mate$ri $i $l te$rmaktub di $dalam Pasal 5 Ayat (1) Pe$raturan 

Ke$jaksaan Re$publi $k I$ndone$si $a Nomor 15 tahun 2020 te$ntang Pe$nghe$nti $an 

Pe$nuntutan Be$rdasarkan Ke$adi $lan Re$storati $f, yang be$rbunyi $ bahwa: 

a. Te$rsangka baru pe$rtama kali $ me$lakukan pe$laku ti $ndak pi $dana;  

d. Ti $ndak pi $dana hanya di $ancam de$ngan pi $dana de$nda atau di $ancam de$ngan 

pi $dana pe$njara ti $dak le$bi $h dari $ 5 (li $ma) tahun; dan  

e$. Ti $ndak pi $dana di $lakukan de$ngan ni $lai $ barang bukti$ atau ni $lai $ ke$rugi $i$an yang 

di $ti$mbulkan aki $bat dari $ ti $ndak pi $dana ti $dak le$bi $h dari $ Rp2.500.000,00 (dua juta 

li $ma ratus ri $bu rupi $ah).  

 

Syarat formi $l di $urai $kan pada Pasal 5 Ayat (6) Pe$raturan Ke$jaksaan Re$publi $k 

I$ndone$si $a Nomor 15 tahun 2020 te$ntang Pe$nghe$nti $an Pe$nuntutan Be$rdasarkan 

Ke$adi $lan Re$storati $f, yang be$rbunyi $ bahwa: 

 a. Ti $dak ada pe$muli $han ke$mbali $ pada ke$adaan se$mula yang di $lakukan ole$h 

Te$rsangka de$ngan cara;  

1) Me$nge$mbali $kan barang yang di $pe$role$h dari $ ti $ndak pi $dana ke$pada korban;  

2) Me$ngganti $ ke$rugi $an korban;  

3) Me$ngganti $ ke$rugi $an bi $aya yang di $i $ti $mbulkan dari $ aki $bat ti $ndak pi $dana;  

4) Te$lah ada ke$se$pakatan pe$rdami $an antara pi $hak korban dan te$rsangka; dan  

5) Masyarakat me$re$spon posi $ti$f 

 
Nomor 1 (2021): Hlm. 32, https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684. 
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D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum 

Pe$ne$galkaln hukum se$balgali $ sualtu prose$s, paldal halki $kaltnyal aldallalh pe$ne$ralpaln 

di $skre$si $ yalng me$nyalngkut ke$putusaln yalng talk se$calral ke$talt di $altur ole$h kali $dalh 

hukum, nalmun me$mi$li $ki $ unsur pe$ni $lali $aln pri $baldi $. Malsallalh pokok dalri $ pe$ne$galkaln 

hukum se$be$nalrnyal te$rle$talk paldal falktor – falktor yalng me$mpe$rngalruhi $nyal. Falktor – 

falktor te$rse$but me$mi $li $ki $ alrti $ ne$trall se$hi $nggal dalmpalknyal bali $k altalu buruknyal 

te$rle$talk paldal i $si $ falktor – falktor te$rse$but.62Soe$rjono Soe$kalnto me$nje$lalskaln balhwal 

aldal li $mal falktor yalng me$me$ngalruhi $ pe$ne$galkaln hukum, yalkni $:63 

1. Falktor Hukum 

Aldallalh falktor pe$ne$galkaln hukum yalng be$rkali $taln de$ngaln alturaln hukum. Alturaln i $ni $ 

me$rupalkaln ti $ti $k alwall dallalm prose$s pe$ne$galkaln hukum. Bi$sal di $kaltalkaln alturaln 

i $ni $lalh yalng me$njaldi $ pe$domaln balgi $ alpalralt pe$ne$galk hukum da ln jugal malsyalralkalt. 

2. Falktor Pe$ne$galk Hukum 

Falktor pe$ne$galk hukum aldallalh sualtu kallalngaln yalng se$calral lalngsung te$lalh te$rli $balt 

bi $dalng pe$ne$galkaln hukum ti $dalk halnyal se$baltals me$ncalkup lalw e$nforce$me$nt 

(kondi $si $ pe$ne$galk hukum) saljal, te$talpi $ jugal pe$alce$ mali $nte$nalnce$ (pe$me$li $halralaln 

pe$rdalmali $aln). Ka llalngaln pe$ne$galk hukum te$rse$but me$ncalkup me$re$kal yalng 

be$rtugals di $ bi $dalng – bi $dalng se$pe$rti $ ke$halki $maln, ke$jalksalaln, ke$poli $si$aln, 

ke$pe$ngalcalralaln daln pe$malsyalralkaltaln. Se$calral sosi $ologi $s, se$ti $alp pe$ne$galk hukum 

me$mpunyali $ ke$dudukaln (staltus) daln pe$ralnaln (role$). Ke$dudukaln te$rse$but aldallalh 

 
62 Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali 

Pers, 1983, hlm. 7 
63 Kompas.com dengan berjudul Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. 

https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-

yang-memengaruhi-penegakan-hukum diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 13.35WIB 
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posi $si$ te$rte$ntu dallalm struktur malsyalralkalt yalng mungki $n me$mi$li $ki$ je$njalng yalng 

ti $nggi$, se$dalng, altalupun re$ndalh. Ke$dudukaln te$rse$but aldallalh sualtu waldalh yalng 

i $si$nyal me$rupalkaln halk daln ke$walji $baln yalng me$rupalkaln pe$ralnaln se$hi $nggal 

se$se$oralng yalng me$mi $li $ki $ ke$dudukaln te$rte$ntu umumnyal di $nalmalkaln de$ngaln 

pe$me$galng pe$ralnaln (role$ occupalnt). Sualtu halk se$jalti $nyal me$rupalkaln we$we$nalng 

be$rti $ndalk altalu ti $dalk be$rti $ndalk, se$me$ntalral ke$walji $baln me$rupalkaln be$baln altalupun 

tugals. Sualtu pe$ralnaln te$rte$ntu dalpalt me$li $puti $ unsur – unsur se$pe$ri $ pe$ralnaln yalng 

se$halrusnyal (e$xpe$cte$d role$), pe$ralnaln yalng i $de$all (i $de$all role$), pe$ralnaln yalng 

se$be$nalrnyal di $lalkukaln (alctua ll role$), daln pe$ralnaln yalng di $alnggalp ole$h di $ri $ se$ndi $ri $ 

(pe$rce$i $ve$d role$).64 

Se$oralng pe$ne$galk hukum se$balgali $malnal hallnyal de$ngaln palral walrgal malsyalralkalt 

yalng lali $n umumnyal me$mi $li$ki $ be$be$ralpal ke$dudukaln daln pe$ralnalnnyal se$hi $nggal 

ti $dalk alne$h alpalbi $lal alntalral be$rbalgali $ ke$dudukaln daln pe$ralnaln dalpalt me$ni $mbulkaln 

konfli $k (sta ltus confli $ct daln confli $ct of fole$s). Ji $kal dallalm ke$nyaltalalnnyal te$rjaldi $ 

sualtu ke$se$ngaljalaln alntalral pe$ralnaln yalng se$halrusnyal de$ngaln pe$ralnaln yalng 

se$be$nalrnyal di $lalkukaln. De$ngaln de$mi $ki $aln malsallalh pe$ralnaln di $alnggalp pe$nti $ng 

kalre$nal ji $kal be$rbi $calral me$nge$nali $ pe$ne$galk hukum malkal alkaln le$bi $h balnyalk te$rtuju 

paldal di $skre$si $. Di $skre$si $ me$nyalngkut pe$ngalmbi $laln ke$putusaln yalng ti $dalk te$ri $kalt 

de$ngaln hukum di $malnal pe$ni $lali $aln pri $baldi $ jugal me$me$galng pe$ralnaln. 

Di $skre$si $ salngalt pe$nti $ng dallalm pe$ne$galkaln hukum kalre$nal ti $dalk aldal pe$rundalng – 

undalngaln yalng se$de$mi $ki $aln le$ngkalpnyal se$hi $nggal dalpalt me$ngaltur se$mual si $falt 

malnusi $al, te$rhalmbaltnyal pe$nye$suali $aln pe$rundalng – undalngaln de$ngaln 

 
64 Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali 

Pers, 1983, hlm. 19-20 
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pe$rke$mbalngaln dallalm malsyralkalt se$hi $nggal me$nye$balbkaln ke$ti $dalkpalsti $aln, 

kuralngnyal allokalsi $ dalnal untuk me$ne$ralpkaln pe$rundalng – undalngaln se$balgali $malnal 

di $ke$he$ndalki $ ole$h pe$mbualt undalng – undalng, daln aldalnyal be$rbalgali $ kalsus 

i $ndi $vi$duall yalng me$me$rlukaln pe$nalngalnaln se$calral khusus.65 

3. Falktor Salralnal daln falsi $li $tals 

Falktor salralnal altalu falsi $li$tals me$mi $li $ki $ pe$ralnaln yalng salngalt pe$nti $ng dallalm 

pe$ne$galkaln hukum ka lre$nal ji $kal ti $dalk aldalnyal salralnal altalu fa lsi $li $tals te$rte$ntu, malka l 

ti $dalk me$mungki $nkaln balgi $ se$oralng pe$ne$galk hukum untuk da lpalt me$lalkukaln upalya l 

pe$ne$galkaln hukum ya lng be$rjallaln de$ngaln lalncalr. Falktor salralnal altalu falsi $li $tals aldallalh 

falktor te$lalh me$ncalkup te$nalgal malnusi $al yalng te$ralmpi $l daln be$rpe$ndi $di $kaln, pe$rallaltaln 

yalng me$maldali $, ke$ualngaln yalng cukup, daln orgalni $salsi $ altalu le$mbalgal yalng bali $k. 

Alpalbi $lal hall – hall te$rse$but talk te$rpe$nuhi $ malkal alkaln salngalt suli $t balgi $ pe$ne$galk 

hukum untuk me$ncalpali $ tujualnnyal.66 

4. Falktor Malsyalralkalt  

Falktor malsyalralkalt aldallalh falktor yalng salngalt be$rpe$ngalruh dallalm me$ne$galkaln 

hukum kalre$nal pe$ne$galkaln hukum be$ralsall dalri $ malsyalralkalt daln be$rtujualn untuk 

me$ncalpali $ ke$dalmali $aln di $ dallalm malsyalralkalt, se$hi $nggal ji $kal di $palndalng dalri $ sudut 

te$rte$ntu malkal malsyalralkalt dalpalt me$mpe$ngalruhi $ pe$ne$galkaln hukum te$rse$but se$pe$rti $ 

malsyalralkalt di $ I$ndone$si $al yalng khususnyal me$mpunyali $ opi $ni $ – opi $ni$ te$rtalntu 

te$ntalng hukum. Ole$h kalre$nal i $tu malsyalralkalt salngalt be$rpe$raln dallalm upalyal 

pe$ne$galkaln hukum.67 Malsyalralkalt I$ndone$si $al paldal khususnya l me$mi $li $ki $ pe$ndalpalt – 

 
65Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali 

Pers, 1983, hlm. 37 
66 Ibid 
67 Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali 
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pe$ndalpalt te$rte$ntu te$ntalng hukum se$pe$rti $: 

a. Hukum di $alrti $kaln se$balgali $ di $si$pli $n yali $tu si $ste$m aljalraln me$nge$nali $ ke$nyaltalaln. 

b. Hukum di $alrti $kaln se$balgali $ i $lmu pe$nge$talhualn. 

c. Hukum di $alrti $kaln se$balgali $ taltal hukum yali $tu hukum posi $ti$f skri $psi $. 

d. Hukum di $alrti $kaln se$balgali $ kali $dalh altalu normal yali $tu pe$domaln pe$ri $lalku malnusi $al 

yalng dalpalt di $halralpkaln. 

e. Hukum di $alrti $kaln se$balgali $ pe$tugals altalu pe$jalbalt. 

f. Hukum di $alrti $kaln se$balgali $ sualtu ke$putusaln pe$jalbalt altalu pe$ngualsal. 

g. Hukum di $alrti $kaln se$balgali $ pe$ri $lalku yalng te$raltur daln uni $k. 

h. Hukum di $alrti $kaln se$balgali $ sualtu prose$s pe$me$ri $ntalhaln. 

i. Hukum di $alrti $kaln se$balgali $ se$ni $n. 

j. Hukum di $alrti $kaln se$balgali $ jalli $naln ni $lali $.  

Me$nurut balnyalknyal pe$nge$rti $aln te$ntalng hukum dalri $ be$rbalgali $ malsyalralkalt, te$rdalpalt 

ke$ce$ndrungaln yalng salngalt be$salr paldal malsyalralkalt untuk me$ngalrti $kaln hukum daln 

me$ngi $de$nti $fi $kalsi $kaln de$ngaln pe$tugals yalng dallalm hall i $ni $ aldallalh pe$ne$galk hukum 

se$balgali $ pri $baldi $. Sallalh saltu alki $baltnyal aldallalh balhwal si $si $ posi $ti $f daln ne$galti $fnyal 

hukum se$nalnti $alsal di $hubungkaln de$ngaln polal pe$ri $lalku pe$ne$galk hukum te$rse$but 

yalng me$nurut palndalngalnnyal me$rupalkaln ce$rmi $naln dalri $ hukum se$balgali $ prose$s 

altalupun struktur. 

5. Falktor Ke$budalyalaln 

Falktor ke$budalyalaln aldallalh falktor be$rpusalt paldal si $ste$m ni$lali $-ni $lali $ yalng me$njaldi $ 

i $nti$ dalri $ ke$budalyalaln spi $ri $tuall daln non-malte$ri $e$l di $ dallalm malsyalralkalt. 

Ke$budalyalaln yalng me$rupalkaln sualtu si $ste$m altalu subsi $ste$m dalri $ si $ste$m 
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ke$malsyalralkaltaln, malkal hukum me$ncalkup struktur, substalnsi $, daln ke$budalyalaln. 

Si$ste$m ke$budalyalaln hukum paldal dalsalrnyal me$ncalkup ni $lali $–ni $lali $ yalng me$ndalsalri $ 

hukum yalng be$rlalku, ni $lali $–ni $lali$ yalng me$rupalkaln konse$psi $–konse$psi $ albstralk 

te$ntalng alpal yalng di $alnggalp bali $k se$hi $nggal di $alnut daln alpal yalng di $alnggalp buruk 

se$hi $nggal di $hi $ndalri $. Ni $lali $–ni $lali $ te$rse$but umumnyal aldallalh palsalngaln ni $lali $–ni $lali $ 

yalng me$nce$rmi $nkaln dual ke$aldalaln e$kstri $m yalng halrus di $se$ralsi $kaln.68 

Ni $lali $–ni $lali $ ke$budalyalaln yalng me$mi $li$ki $ pe$ralnaln di $ dallalm hukum me$li$puti $ pe$ralna ln 

ni $lali $ ke$te$rti $baln daln ni $lali $ ke$te$ntralmaln, ni $lali $ jalsmalni $ altalu ke$be$ndalaln daln ni $lali $ 

rohalni $ ke$alkhlalkaln, se$rtal ni $lali $ ke$lalngge$ngaln altalu konse$rvalti $sme$ daln ni$lali $ 

ke$balrualn altalu i $novalti $sme$. Ni $lali $ ke$te$rti $baln dallalm ke$hi $dupaln se$halri $–halri $ di $se$but 

de$ngaln di $si $pi $li $n altalu ke$te$ri $kaltaln yalng me$mi $li$ki $ ci $ri $–ci $ri $ se$pe$rti $ dalpalt 

di $pe$rki $ralkaln, ke$rjalsalmal, pe$nge$ndalli $aln ke$ke$ralsaln, ke$se$suali $aln, lalngge$ng, ke$talaltaln 

daln talnpal pe$rse$li $si $haln. Se$dalngkaln ni $lali $ ke$te$ntralmaln me$rupalkaln ke$be$balsaln yalng 

se$calral psi $kologi $s ke$aldalaln te$ntralm aldal alpalbi $lal se$se$oralng se$se$oralng ti $dalk me$ralsa l 

khalwalti $r, ti $dalk me$ralsal di $alncalm daln ti $dalk te$rjaldi $ konfli $k balti$n. Palsalngaln alntalra l 

ni $lali $ ke$te$rti $baln daln ni $lali $ ke$te$ntralmaln se$be$nalrnyal se$jaljalr de$ngaln ni $lali $ 

ke$pe$nti $ngaln umum altalu ni $lali $ ke$pe$nti $ngaln pri $baldi $. 

Palsalngaln ni $lali $ ke$be$ndalaln daln ke$alkhlalkaln me$rupalkaln palsalngaln ni $lali $ yalng 

uni $ve$rsall nalmun dallalm ke$nyaltalaln paldal malsi $ng–malsi $ng ma lsyalralkalt muncul 

pe$rbe$dalaln–pe$rbe$dalaln kalre$nal aldalnyal malcalm–malcalm pe$ngalruh. Pe$ne$mpaltaln 

ni $lali $ ke$be$ndalaln paldal posi $si$ yalng le$bi $h ti $nggi $ di $sbalndi $ng ni $lali $ ke$alkhlalkaln 

se$hi $nggal alkaln ti $mbul sualtu ke$aldalaln yalng ti $dalk halrmoni $s. Pe$ne$mpaltaln ni$lali $ 
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ke$be$ndalaln paldal posi $si $ yalng le$bi $h ti $nggi$ alkaln me$nye$balbkaln ti $mbulnyal be$rbalgali $ 

alspe$k prospe$k hukum yalng alkaln me$ndalpalt pe$ni $lali $aln dalri $ se$gi $ ke$be$ndalaln be$lalkal. 

Sallalh saltu pe$nye$balb dalri $ pe$ne$mpaltaln ni $lali $ ke$be$ndalaln di $altals ni $lali $ ke$alkhlalkaln 

aldallalh di $ dallalm sualtu prose$s pe$le$mbalgalaln hukum di $ dallalm malsyalralka lt 

me$ni $mbulkaln salnksi $–salnksi $ ne$galti $f le$bi$h di $alnggalp pe$nti $ng di$balndi $ng ke$saldalraln 

me$maltuhi $ hukum di$malnal be$ralt daln ri $ngalnnyal alncalmaln hukuma ln te$rhaldalp 

pe$lalnggalraln me$njaldi $ alcualn dalri $ ke$paltuhaln huku daln ke$wi $balwalaln hukum.69 

Palsalngaln ni $lali $ konse$rvalti $sme$ daln ni$lali $ i $novalti $sme$ se$nalnti $alsal be$rpe$raln dallalm 

pe$rke$mbalngaln hukum se$hi $nggal paldal saltu pi $halk aldal yalng me$nyaltalkaln balhwa l 

hukum halnyal me$ngi $kuti$ pe$rubalhaln yalng te$rjaldi $ nalmun di$ lali$n pi $halk te$rdalpalt 

dugalaln–dugalaln yalng jugal kualt balhwal hukum dalpalt be$rfungsi $ se$balgali $ salralna l 

untuk me$ngaldalkaln pe$rubalhaln daln me$ci $ptalkaln hall–hall yalng balru se$hi $ngga l 

ke$se$ralsi $aln alntalral ni $lali $ konse$rvalti $sme$ daln ni $lali $ i $novalti $sme$ alkaln me$ne$mpaltkaln 

hukum paldal ke$dudukaln daln pe$ralnaln yalng se$halrusnyal. 

 

E. Teori Restorative Justice 

Re$storati $ve$ Justi $ce$ adalah pe$nde$katan yang be$rfokus pada pe$nye$le$sai $an konfli $k 

atau ti $ndak pi $dana de$ngan me$mpe$rte$mukan pe$laku, korban, dan masyarakat 

untuk be$rdi $alog dan me$ncapai $ ke$se$pakatan yang adi $l. Tujuannya adalah 

me$mpe$rbai $ki $ dampak ke$jahatan bagi $ korban dan me$mbe$ri $kan ke$se$mpatan bagi $ 

pe$laku untuk be$rtanggung jawab se$rta me$mpe$rbai $ki $ ke$salahan me$re$ka.70 
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I$ndone$si $a me$mi $li $ki $ tantangan be$sar dalam pe$ne$gakan hukum. De$ngan ke$padatan 

di $ le$mbaga pe$masyarakatan yang se$ri $ng me$le$bi $hi $ kapasi $tas, banyak pe$langgar 

hukum yang akhi $rnya ti $dak me$ndapatkan re$habi $li $tasi$ yang te$pat. Si $ste$m pi $dana 

konve$nsi $onal se$ri $ngkali $ hanya be$rfokus pada me$nghukum pe$laku tanpa 

me$mpe$rhati $kan pe$muli $han untuk korban dan masyarakat yang te$rdampak. 

Re$storati $ve$ Justi $ce$ hadi $r se$bagai $ solusi $ untuk be$be$rapa pe$rmasalahan i $ni $, 

te$rutama dalam kasus-kasus yang be$rsi $fat ri $ngan atau kasus kri $mi $nal yang ti$dak 

me$li $batkan ke$ke$rasan be$rat. De$ngan adanya pe$nde$katan i $ni $, ti $dak hanya ke$adi $lan 

bagi $ korban yang di $te$gakkan, te$tapi $ juga te$rjadi $ pe$muli $han hubungan sosi $al dan 

pe$nye$le$sai $an konfli $k yang le$bi $h me$ndalam 

Re$storati $ve$ Justi $ce$ me$rupakan salah satu pri $nsi $p pe$ne$gakan hukum dalam 

pe$nye$le$sai $an pe$rkara yang dapat di $jadi $kan i $nstrume$n pe$muli $han dan sudah 

di $laksanakan ole$h Mahkamah Agung dalam be$ntuk pe$mbe$rlakuan ke$bi $jakan, 

namun tata pe$laksanaannya dalam si $ste$m pe$radi $lan pi $dana I$ndone$si $a be$lum 

di $lakukan se$cara opti $mal.71 

Re$storati $ve$ Justi $ce$ se$bagai $ alte$rnati $f pe$nye$le$sai $an pe$rkara ti $ndak pi $dana yang 

dalam me$kani $sme$ tata cara pe$radi $lan pi $dana, be$rfokus pada pe$mi $danaan yang 

di $ubah me$njadi $ prose$s di $alog dan me$di $asi $ yang me$li$batkan pe$laku, korban, 

ke$luarga pe$laku/korban, dan pi $hak lai $n yang te$rkai $t. 

Hal i $ni $ be$rtujuan untuk be$rsama-sama me$nci $ptakan ke$se$pakatan atas 

pe$nye$le$sai $an pe$rkara pi $dana yang adi $l dan se$i $mbang bagi $ pi $hak korban maupun 
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pe$laku de$ngan me$nge$de$pankan pe$muli $han ke$mbali $ pada ke$adaan se$mula dan 

me$nge$mbali $kan pola hubungan bai $k dalam masyarakat. 

Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482, KUHP 

konse$p re$storati $ve$ justi $ce$ bi $sa di $te$rapkan dalam kasus-kasus ti $ndak pi $dana 

ri $ngan de$ngan hukuman pi $dana pe$njara pali $ng lama ti$ga bulan dan de$nda Rp 2,5 

juta.72 

Se$lai $n i $tu re$storati$ve$ justi$ce$ dapat di $gunakan te$rhadap anak atau pe$re$mpuan 

yang se$dang be$rhadapan de$ngan hukum, anak yang me$njadi $ korban atau saksi $ 

ti $ndak pi $dana, hi $ngga pe$candu atau pe$nyalahgunaan narkoti $ka. 

Re$storati $ve$ Justi $ce$ te$rdapat pri $nsi $p dasar yang me$rupakan pe$muli $han ke$pada 

korban yang me$nde$ri $ta aki $bat ke$jahatan de$ngan me$mbe$ri $kan ganti $ rugi $ ke$pada 

korban, pe$rdamai $an, pe$laku yang me$lakukan ke$rja sosi $al, maupun ke$se$pakatan 

lai $n. 

Hukum yang di $gunakan di $ dalam re$storati $ve$ justi$ce$ ti $dak be$rat se$be$lah, ti $dak 

me$mi $hak, ti$dak se$we$nang-we$nang, dan hanya be$rpi $hak pada ke$be$naran se$suai$ 

pe$raturan pe$rundang-undangan se$rta me$mpe$rti $mbangkan ke$se$taraan hak 

kompe$nsasi $ dan ke$se$i $mbangan dalam se$ti $ap aspe$k ke$hi $dupan.73 

 

Be$rdasarkan Pe$raturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, syarat dalam 
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me$lakukan re$storati $ve$ justi$ce$, yai $tu: 

1.      Ti $ndak pi $dana yang baru pe$rtama kali $ di $lakukan. 

2.      Ke$rugi $an di $bawah Rp 2,5 juta 

3.      Adanya ke$se$pakatan antara pe$laku dan korban 

4.      Ti$ndak pi $dana hanya di $ancam de$ngan pi $dana de$nda atau di $anca, de$ngan 

pi $dana pe$njara ti $dak le$bi $h dari $ 5 tahun 

5.      Te$rsangka me$nge$mbali $kan barang yang di $pe$role$h dari $ ti $ndak pi $dana 

ke$pada korban 

6.      Te$rsangka me$ngganti $ ke$rugi $an korban 

7.     Te$rsangka me$ngganti $ bi$aya yang di $ti $mbulkan dari $ aki $bat ti$ndak pi $dana dan 

atau me$mpe$rbai $ki $ ke$rusakan yang di $ti $mbulkan dari $ aki $bat ti $ndak pi $dana 

Pe$nye$le$sai $an pe$rkara de$ngan Re$storati $ve$ Justi $ce$ di $ke$cuali $kan untuk ti $ndak 

pi $dana te$rhadap ke$amanan ne$gara, martabat Pre$si $de$n dan Waki $l Pre$si $de$n, ne$gara 

sahabat, ke$pala ne$gara sahabat se$rta waki $lnya, ke$te$rti $ban umum, dan ke$susi $laan. 

Se$lai $n i $tu, Re$storati$ve$ Justi$ce$ ti $dak be$rlaku pada ti $ndak pi $dana yang di $ancam 

de$ngan ancaman pi $dana mi $ni$mal, ti $ndak pi $dana narkoti $ka, li $ngkungan hi $dup, dan 

yang di $lakukan korporasi $.74 
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Dalam me$lakukan Re$storati$ve$ Justi $ce$ pe$rlu di $lakukan be$be$rapa pe$doman, di $ 

antaranya:75 

1.      Se$te$lah me$ne$ri $ma pe$rmohonan pe$rdamai $an ke$dua be$lah pi $hak yang 

di $tandatangani $ di $ atas mate$rai $, di $lakukan pe$ne$li $ti$an admi $ni $strasi $ syarat formi $l 

pe$nye$le$sai $an pe$rkara me$lalui $ Re$storati $ve$ Justi $ce$. 

2.      Pe$rmohonan pe$rdamai $an se$te$lah pe$rsyaratan formi $l te$rpe$nuhi $ di$ajukan 

ke$pada atasan pe$nyi $di $k untuk me$ndapatkan pe$rse$tujuan. 

3.      Se$te$lah pe$rmohonan di $se$tujui $ ole$h atasan pe$nyi $di $k se$pe$rti $ Kabare$skri $m, 

Kapolda, Kapolre$s untuk se$lanjutnya me$nunggu di $te$tapkan waktu pe$laksanaan 

pe$nandatanganan pe$rnyataan pe$rdamai $an. 

4.      Pe$laksanaan konfe$re$nsi $ yang me$nghasi $lkan pe$rjanji $an ke$se$pakatan yang 

di $tandatangani $ se$mua pi $hak yang te$rli $bat. 

5.      Me$mbuat nota di $nas ke$pada pe$ngawas pe$nyi $di $k atau Kasatke$r pe$ri $hal 

pe$rmohonan di $laksanakannya ge$lar pe$rkara khusus untuk tujuan pe$nghe$nti $an 

pe$rkara. 

6.      Me$laksanakan ge$lar pe$rkara khusus de$ngan pe$se$rta pe$lapor dan atau 

ke$luarga pe$lapor, te$rlapor dan atau ke$luarga te$rlapor, dan pe$rwaki $lan masyarakat 

yang di $tunjuk pe$nyi $di $k, pe$nyi $di $k yang me$nangani $ dan pe$rwaki $lan dari $ fungsi $ 

pe$ngawas i $nte$rnal dan fungsi $ hukum dan unsur pe$me$ri $ntahan bi $la di $pe$rlukan. 
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7.      Me$nyusun ke$le$ngkapan admi $ni $strasi $ dan dokume$n ge$lar pe$rkara khusus 

se$rta laporan hasi $l ge$lar pe$rkara.76 

8.      Me$ne$rbi $tkan surat pe$ri $ntah pe$nghe$nti $an pe$nye$li $di $kan/pe$nyi $di $kan dan surat 

ke$te$tapan pe$nghe$nti $an pe$nye$li $di $kan/pe$nyi $di $kan de$ngan alasan re$storati$ve $ 

justi$ce$. 

9.      Tahap pe$nye$li $di $kan,  pe$nye$li $di $k me$ne$rbi $tkan surat pe$ri $ntah yang 

di $te$rbi $tkan ole$h Di $re$ktur Re$se$rse$ Kri $mi $nal Mabe$s Polri $, ti$ngkat Polda, dan 

ti $ngkat Polre$s atau Polse$k. 

10.  Me$ncatat ke$ dalam buku re$gi $ste$r baru B-19 se$bagai $ pe$rkara re$storati$ve $ 

justi$ce$ di $hi $tung se$bagai $ pe$nye$le$sai $an pe$rkara. 

Adanya syarat dan pe$rkara apa saja yang dapat di $se$le$sai $kan de$ngan 

pe$rkara  re$storati $ve$ justi $ce$ adalah untuk me$nge$de$pankan putusan hukum yang 

adi $l dan se$i $mbang bagi $ pi $hak korban maupun pe$laku.77 

Pe$nde$katan Re$storati $ve$ Justi$ce$ bi $asanya me$li $batkan be$be$rapa tahapan, antara 

lai $n:78 

Me$di $asi $ dan Di $alog: Prose$s di $mulai$ de$ngan me$di $asi $, di$ mana korban, pe$laku, 

dan fasi $li $tator be$rkumpul untuk me$mbi $carakan pe$ri $sti $wa yang te$rjadi $. Dalam 

pe$rte$muan i $ni $, korban dapat me$nyampai $kan dampak yang di $alami $, se$me$ntara 

pe$laku di $harapkan untuk me$mahami $ dan me$ngakui $ ke$salahannya. 

 
76 Willa Wahyuni. Mengenal Restorative Justice. Hukum Online.com. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/. Diakses 

pada 30 Desember 2024 pukul 14.06 
77 Ibid 
78  Gavel.id https://www.gavel.id/post/mengenal-konsep-restorative-justice-pendekatan-baru-

dalam-sistem-hukum-indonesia diakses pada 18 Februari 2025 pada pukul 12.49 

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/
https://www.gavel.id/post/mengenal-konsep-restorative-justice-pendekatan-baru-dalam-sistem-hukum-indonesia
https://www.gavel.id/post/mengenal-konsep-restorative-justice-pendekatan-baru-dalam-sistem-hukum-indonesia


47 
 

Ke$se$pakatan Pe$muli $han: Se$te$lah di$alog, di $lakukan ke$se$pakatan te$ntang be$ntuk 

tanggung jawab yang harus di $pe$nuhi $ pe$laku. Tanggung jawab i $ni $ dapat be$rupa 

pe$rmi $ntaan maaf, ganti $ rugi $, atau layanan ke$pada masyarakat. 

Pe$laksanaan Pe$muli $han: Pe$laku ke$mudi $an me$njalankan ke$se$pakatan yang te$lah 

di $buat. Fasi $li $tator atau pi $hak ke$ti $ga bi $asanya akan me$mantau pe$laksanaan 

pe$muli $han i $ni $ untuk me$masti $kan ke$se$pakatan be$rjalan de$ngan bai $k. 

E$valuasi $ dan Pe$nutupan Kasus: Se$te$lah ke$se$pakatan di $laksanakan, pi $hak-pi $hak 

te$rkai $t akan me$lakukan e$valuasi $ untuk me$ni $lai $ apakah tujuan dari $ Re$storati$ve $ 

Justi $ce$ te$lah te$rcapai $. Ji $ka pe$muli $han di$anggap me$madai $, maka kasus di $anggap 

se$le$sai $ dan pe$laku ti $dak pe$rlu me$njalani $ hukuman pe$njara.79 

Pe$nde$katan Re$storati $ve$ Justi $ce$ me$mi $li $ki $ banyak ke$le$bi $han di $bandi $ngkan si $ste$m 

pi $dana tradi $si $onal: 

Pe$muli$han Bagi $ Korban: Korban ti $dak hanya me$ndapatkan kompe$nsasi $ atau 

pe$muli $han e$mosi $onal, te$tapi $ juga ke$se$mpatan untuk di $de$ngar dan di $pahami $. I$ni $ 

bi $sa me$mbantu me$ngurangi $ trauma yang me$re$ka alami $ aki $bat ti $ndak pi $dana. 

Me$ni $ngkatkan Rasa Tanggung Jawab Pe$laku: Pe$laku me$mi $li $ki $ ke$se$mpatan untuk 

me$mpe$rbai $ki $ ke$salahan me$re$ka se$cara langsung. I$ni $ me$ndorong pe$rubahan 

pe$ri $laku yang le$bi $h e$fe$kti $f di $bandi $ngkan se$kadar me$njalani $ hukuman pe$njara. 

Me$ngurangi $ Ke$padatan Pe$njara: De$ngan me$ngali $hkan kasus-kasus ri $ngan dari $ 

jalur pi $dana ke$ Re$storati $ve$ Justi $ce$, ke$padatan di $ le$mbaga pe$masyarakatan bi $sa 
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be$rkurang. I$ni $ juga me$ngurangi $ bi $aya yang di $ke$luarkan ne$gara untuk me$nangani $ 

pe$laku pi $dana ri $ngan. 

Me$mpe$rbai $ki $ Hubungan Sosi $al: Re$storati$ve$ Justi$ce$ me$mpe$rbai $ki $ hubungan 

antara pe$laku, korban, dan masyarakat, me$nci $ptakan harmoni $ sosi $al yang le$bi $h 

kuat. Hal i$ni $ pe$nti $ng dalam komuni$tas yang me$mi $li$ki $ hubungan e$rat, di $ mana 

konfli $k ke$ci $l bi $sa be$rdampak luas.80 

Re$storati $ve$ Justi $ce$ mulai $ di $te$rapkan dalam be$be$rapa kasus. Ke$jaksaan Agung 

te$lah me$nge$luarkan pe$doman untuk me$nggunakan pe$nde$katan i $ni $ dalam kasus-

kasus te$rte$ntu, se$pe$rti $ pe$ncuri $an ri $ngan, pe$rse$li $si $han antari $ndi $vi $du, atau 

pe$rbuatan ti $dak be$rmoral yang ti $dak be$rdampak se$ri $us. De$ngan Re$storati$ve $ 

Justi $ce$, masyarakat bi $sa me$li $hat bahwa ke$adi $lan bukan hanya te$ntang hukuman, 

te$tapi $ juga te$ntang pe$muli $han. 

Se$lai $n i $tu, pe$nde$katan i $ni $ di $te$rapkan dalam kasus anak yang be$rhadapan de$ngan 

hukum. Re$storati $ve$ Justi $ce$ me$mbe$ri $kan pe$nde$katan yang le$bi $h manusi $awi $ dan 

ramah anak de$ngan me$ngutamakan pe$muli $han dan pe$mbi $naan ke$ti $mbang 

hukuman. Hal i $ni $ pe$nti $ng untuk me$li $ndungi$ hak anak dan me$mbe$ri $kan 

ke$se$mpatan bagi $ me$re$ka untuk me$mpe$rbai $ki $ di $ri $.  

 

 

 

 

 

 

 

 
80 Gavel.id https://www.gavel.id/post/mengenal-konsep-restorative-justice-pendekatan-baru-

dalam-sistem-hukum-indonesia diakses pada 18 Februari 2025 pada pukul 12.52 
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IV. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

1. Pe$raln ke$pallal de$sal se$lallu di $palndu ole$h di $skusi $ untuk me$ncalpali $ konse$nsus 

balhwal halsi $lnyal me$ngi $kalt pi $halk yalng be$rkonfli $k ti$dalk se$halrusnyal pi $halk yalng 

di $rugi $kaln. De$ngaln di $ke$lualrkalnnyal Undalng-Undalng Nomor 6 Talhun 2014 te$ntalng 

De$sal se$balgali $ undalng-undalng yalng me$nye$mpurnalkaln Undalng-Undalng No. 32 

Talhun 2004 untuk me$wujudkaln sualtu malsyalrkalt yalng te$rti $b, almaln daln te$ntralm 

malkal dallalm me$nye$le$sali $kaln pe$rse$li $si $haln altalu se$ngke$tal, Ke$pallal De$sal be$rpe$raln 

se$balgali $ me$di $altor untuk me$ncalpali $ sualtu pe$rdalmali $aln se$gallal pe$rse$li $si $haln altalu 

se$ngke$tal yalng te$lalh di $ dalmali $kaln ole$h Ke$pallal De$sal halrus be$nalr-be$nalr be$rdalsalrkaln 

paldal musyalwalralh untuk me$ncalpali $ mufalkalt se$hi $nggal ti $dalk aldal pi $halk yalng me$ralsa l 

di $rugi $kaln. 

2. Falktor – falktor pe$nghalmbalt dallalm pe$lalksalnalaln pe$raln dallalm pe$nye$le$sali $aln 

Ti $ndak Pi $dana Ri $ngan De$ngan Pe$ne$rapan Re$storati$ve$ Justi $ce$ yali $tu se$balgali $ 

be$ri $kut: 

Falktor Malsyalralkalt 

Se$calral umum pe$ne$galkaln hukum me$rupalkaln konse$nsus yalng be$rsumbe$r dalri $ 

ke$i $ngi $naln ma lsyalralkalt untuk me$wujudkaln ke$te$nte$ralmaln malsyalralkalt. Se$balgali $ falktal 

malsyalralkalt, Malsyalralkalt De$sal se$lali $n me$rupalkaln sualtu si $ste$m me$nurut 
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pe$rke$mbalngaln prose$s i $novalsi $ hukum pi$dalnal yali $tu pe$nye$le$sali $aln pe$rkalral pi$dalna l 

de$ngaln calral non pi $dalnal, prose$s pe$raldi $laln pi $dalnal. Me$di $alsi $ ole$h alpalralt de$sal salmpali $ 

salalt i $ni $ me$mi $li $ki $ dalyal talri $k te$rse$ndi $ri $ daln me$rupalkaln falktor yalng me$ndukung 

aldalnyal ke$gi $altaln pe$nye$le$sali $aln (kri $mi $nall) yalng dalpalt di $tuntut ole$h alpalralt de$sal. 

 

B. Saran  

Be$rdalsalrkaln ke$si $mpulaln se$balgali $malnal te$lalh di $urali $kaln di $altals, malkal salraln dallalm 

pe$ne$li $ti $aln i $ni $ yali $tu:  

1. Pe$ran Ke$pala De$sa hasi $l dari $ saya pe$ne$li $ti $an i$ni $ di $harapkan untuk se$ge$ra di $ 

pe$rbai $ki $ untuk bi $as me$mbe$ri $kan rasa puas te$rhadap masyarakat ke$pada ke$pala 

de$sa untuk bi $as di $ se$le$sai $kan suatu pe$rmasalahan se$cara damai $,aman dan te$ntram 

suapaya ti $dak ada rasa i $ri $ dan di $ se$le$sai $kan se$cara adi $l. 

 

2. Untuk te$rkai $t dari $ faktor .pe$nghambat ke$pala de$sa i $ni$ di $harapkan untuk ada 

pe$rbai $kan dari $ se$gi $ ke$pala de$sa maupun masyarakat, apabi $la pi $hak dari $ ke$pala 

de$sa sudah me$mfasi $li $tasi $ untuk di $ se$le$sai $kan se$cara Re$storati $ve$ Justi $ce$ harus di $ 

jalankan de$ngan bai $k dan di $ se$le$sai $kan se$cara adi $l,damai $, dan te$ntram, apabi $la 

pi $hak masyrakat be$lum me$rasa puas de$ngan hasi $l dari $ ke$pala de$sa di $ pe$rsi $lahkan 

untuk me$lanjutkan prose$s ke$ pe$ngadi $lan.    
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